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ABSTRAK

Dalam rangka mengantisipasi mahalnya harga obat, Pemerintah dalam hal ini
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, mewajibkan penulisan resep dan penggunaan obat
generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah melalui Permenkes RI No.
085/Menkes/Per/I/1989 tentang kewajiban menuliskan resep dan/ ataun menggunakan obat
generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, yang ditetapkan sejak tanggal 28 Januari
1989. Agar upaya pemanfaatan obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka
peresepan harus berdasarkan nama generik, bukan nama dagang, namun pada kenyataannya
penulisan resep obat generik tidak selalu dilakukan dengan tertib.

Upaya pemasyarakatan obat generik harus mendapat dukungan dari semua pihak, karena
dilihat dari aspek sosial maupun ekonomi, program ini mempunyai kendala yang cukup besar.
Secara garis besar kendala ekonomi menyangkut kepentingan apotek, dokter, pabrik obat dan
kendala sosial di pihak pasien yang belum memahami arti obat generik.

Tujuan penelitian i adalah untwk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang
berhubungan dengan pengimplementasian kebijakan penulisan resep dan/ atau menggunakan
obat generik di RSU Cilegon pada tahun 2007. Penelitian ini menggunakan penggabungan
metode kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan
melakokan wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui
telaah dolkumen dengan penelusuran resep obat generik pasien rawat jalan sejumlah 379 lembar

resep.
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Hasil penelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan
Permenkes RI No. 085/Menkes/Per/1/1989 belum sesuai dengan yang diharapkan. Prosentase
penggunaan obat generik untuk pasien rawat jalan rata-rata baru mencapai 52 %.

Hasil penelitian secara kualitatif menunjukkan bahwa Direktur, Komite Farmasi dan
Terapi, dan Instalasi Farmasi belum berperan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam
Permenkes RI No. 085/Menkes/Per/I/1989. Sosialisasi obat generik perlu ditingkatkan dengan
melibatkan dokter maupun masyarakat, adanya metode yang mengatur pelaksanaan kebijakan
tersebut, formularium yang secara periodik dievalvasi dan direvisi, dilaksanakannya supervisi,

serta diberlakukannya mekanisme reward dan punishment.

Daftar bacaan 55 (1975-2007)
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BARB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam berbagai upaya pelayanan kesehatan, obat merupakan salah satu unsur
penting karena merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan
kesehatan. Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk
mempengaruhi atau menyelidiki sistem fistologi atau keadaan patologi dalam rangka
penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan
dan kontrasepsi termasuk produk biologi.

Dari hasil beberapa survei di Indonesia dapat diperkirakan, bahwa biaya obat
mencapai 40-50 % dari biaya operasional kesehatan dan secara nasional belanja obat
dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan (Sirait,2001). Hal ini
menunjukkan bahwa obat merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya
pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Obat berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, karena selain merupakan
komoditas perdagangan, obat juga memiliki fungsi sosial. Dewasa ini hampir seluruh
obat jadi yang dibutuhkan sudah dibuat di Indonesia. Walaupun demikian 95 % bahan
baku yang diperlukan masih dipasok dari luar negeri, sehingga membuat harga obat
dipengaruhi oleh mata vang asing. Ketergantungan terhadap impor bahan baku obat ini
dapat menyebabkan tidak stabilnya penyediaan obat nasional dan mengakibatkan
fluktuasi harga obat {(Depkes,2006). Di samping bahan baku yang mahal ditambah lagi
dengan bermacam biaya, ongkos serta profit margin yang bervariasi di tiap pabrik
menyebabkan harga obat menjadi berlipat ganda. Salah satu penyebab obat mahal

adalah “marketing”, dimana obat selaiu ditampilkan dengan kemasan mewah dan

1
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berbau komersial. Sehingga masyarakat membayar mahal untuk kemasan dan
promosinya

Di sisi lain masyarakat masih terbatas pengetahuannya dalam hal obat yang
bermutu dan penggunaan obat yang rasional. Juga adanya kecenderungan pengertian
masyarakat bahwa obat yang bermutu adalah obat yang mahal dengan kemasan
mewah, yang selama ini diproduksi oleh pabrik-pabrik obat dengan nama dagang.
Anggapan masyarakat bahwa obat generik kurang bermutu harus dihilangkan dengan
penyuluhan dan pendekatan personal. Rumah sakit dan dokter adalah media yang
terbaik. Tanpa kepercayaan masyarakat terhadap mutu obat generik termasuk khasiat
dan keamanannya, keharusan penulisan resep obat generik tidak akan berjalan dengan
baik, karena masyarakat akan menolak ataupun tidak menggunakan obat yang
diterimanya.

Program pengobatan tentu saja tidak identik dengan pengadaan obat semaia
Untuk dapat memberikan hasil yang optimal, masih banyak faktor lain yang perlu
dipertimbangkan, antara lain adalah mutu petugas yang memberi pelayanan
pengebatan. Obat hanya mungkin digunakan secara efisien dan efektif oleh petugas
profesional yang terlatih (Pinem,2007)).

Menurut Sorkin (1984), pelayanan kesehatan merupakan suatu komoditi yang
bersifat consumer ignorance dimana ketidaktahuan pasien lebih menonjol. Hubungan
antara pasien sebagai konsumen obat, dokter sebagai pemilih obat dan Apoteker
sebagai penyedia obat serta Pemerintah sebagai pengatur kebijaksanaan obat dapat
digambarkan dalam bentuk piramida. Diagram tersebut menunjukkan saling
keterkaitan diantara ke empat unsur yang menyatu dalam suatu sistem yang disebut
pelayanan kesehatan. Khusus dalam pemilihan obat, seorang dokter sebelum

memutuskan obat yang akan dipilib sepatutnya mempertimbangkan harga obat dalam
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kaitan dengan kemampuan pasien, jaminan kualitas dan ketersediaan obat di apotek.

Dalam hal ini obat generik memenuht ketiga pertimbangan tersebut.

Rekomendasi dan buku “Bitter Pill” adalah negara-negara berkembang harus
mempunyai pola penggunaan obat esensial, mengingat bahwa obat esensial yang
murah dapat menurunkan beban masyarakat dalam hal kebutuhan obat (Sarjaini, 1991).
Karenanya penggunaan obat generik diharapkan dapat meningkatkan tingkat
akseptabilitas, efisiensi, cakupan dan pemerataan pelayanan kesehatan untuk
masyarakat yang sedang membutuhkan. Dengan demikian harga obat penerik lebih
rendah dari pada obat dengan nama dagang yang mempunyai efek terapeutik yang
sama.

Kampanye penggunaan obat generik sebetulnya sudah lama dilakukan namun
kurang mendapat respon dari masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari penjualan obat
generik di Indonesia yang hanya sekitar 14 % dan total penjualan obat di Indonesia
(Sampumo,2001). .

Dalam rangka mengantisipasi mahalnya harga obat, Pemerintah, dalam hal ini
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, mewajibkan penulisan resep dan
penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah melalui
Permenkes RI No. 085/MENKES/PER/I/1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep
dan/ atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
yang ditetapkan sejak 28 Januan 1989 serta Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan
Medik No. 0428/Y ANMED/RSKS/SK/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/ atau
Menggunakan Obat Generik di Rumah Sakit Pemerintah. Agar upaya pemanfaatan
obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan tersebut

mencakup salab satu komponennya yaitu peresepan berdasarkan atas nama generik,
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bukan nama dagangnya. Pada kenyataannya penulisan resep obat generik tidak selalu
dilakukan dengan tertib. Hal ini mungkin disebabkan belum memasyarakatnya obat
generik, mengingat kampanye obat generik secara besar-besaran baru dimulai tahun
1989 (Harahap, 1990). Harahap menemukan bahwa hanya mencapai 45 — 65 %
penulisan resep obat generik di RSU Sudarso — Ponttanak. Suwandhono pada tahun
1994 melalui sebuah survei pada pasien-pasien paviliun dan bangsal Ilmu Penyakit
Dalam (IPD) RSHS menjumpai kenyataan tingginya penulisan resep obat dengan
nama dagang vang generiknya tersedia di Apotek RSHS yakni hingga 42,5 %,

Kewajiban menuliskan dan/ atau menggunakan obat generik telah dicanangkan.
Kewajiban ini dimulai dengan dokter di lingkungan instansi pemerintah dalam hal ini
mulai jajaran rumah sakit pusat, daerah dan sampai puskesmas. Kebijakan tersebut
mempunyal konsekuensi logis bahwa rumah sakit dan pusat-pusat pelavanan kesehatan
pemerintah diwajibkan menyusun formularium serta pedoman terapi. Sesuai dengan
Surat Keputusan Ditjen Yanmed No. YM.00.03.2.3.951 Tahun 1995 tentang Petunjuk
Teknis Panitia Farmasi dan Terapi Rumah Sakit, salah satu tugas panitia adalah
menyusun formularium rumah sakit (FRS) dan tatalaksana penggunaannya di rumah
sakit, Salah satu tujuan disusunnya FRS adalah perampingan daftar obat-obatan yang
ada, sehingga memungkinkan penghematan penggunaan anggaran obat di rumah sakit,
Sedangkan bagi pasien, beban biaya untuk membeli obat menjadi lebih rendah. Dalam
menyusun FRS, Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) menjadi dasar pemilihan,

RSU Cilegon sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kota Cilegon
diharuskan untuk melaksanakan Permenkes RI No. 085/MENKES/PER/I/1989 tentang
Kewajiban Menuliskan Resep dan/ atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Saat ini cakupan program penulisan dan penggunaan

obat generik di RSU Cilegon dirasakan masih belum mencapai hasil yang diharapkan.
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Survey awal di rumah sakit ini didapatkan bahwa prosentase penggunaan atau
penulisan resep generik oleh dokter sebesar 10 % (2005) (Hermanto, 2005) dan 43 %
(2006). Meskipun pihak rumah sakit telah menyediakan obat esensial dalam bentuk
generik tidak kurang dari 80 %, pada kenyataannya penggunaan obat generik belum
sesuat dengan apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan obat
generik oleh praktisi medis masih jauh dari harapan Kesenjangan ini sangat menarik
karena normatif sarana kesehatan pemerintah seharusnya memelopori penggunaan
obat generik, namun pada kenyataannya masih dijumpai penyimpangan pada penulisan

resep obat generik, sehingga kesenjangan ini layak untuk diteliti.

1.2  Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan kewajiban
menuliskan resep dan/ atau menggunakan obat generik di RSU Cilegon cakupannya
belum mencapat hasil yang diharapkan, yaitu sekitar 10 % pada tahun 2005 dan 43 %
pada tahun 2006.

Dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah daiam penelitian ini adalah
belurn terimplementasinya  Permenkes 085/Menkes/Per/I/1989 di RSU Cilegon
dengan baik, dan belum tercapainya cakupan penulisan resep obat generik yang

diharapkan di RSU Cilegon.

1.3 Pertanyaan Penclitian
1.3.1 Bagaimana gambaran implementasi kebijakan penulisan resep dan/ atau

menggunakan obat generik dengan pendekatan sistem pada tshap input, proses

dan output di RSU Cilegon tahun 2007 7
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1.3.2 Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan penulisan resep

dan/ atau menggunakan obat generik di RSU Cilegon tahun 2007 ?

1.4  Tujuan Penelitian
1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan
pengimplementasian kebijakan penulisan resep dan/ atau menggunakan obat generik

di RSU Cilegon pada tahun 2007.

1.4.2 Tujuan Khusus

a. Didapatkan gambaran implementasi kebijakan penulisan resep dan/ atau
menggunakan obat generik di RSU Cilegon pada tahap input, proses dan output.

b. Diperolehnya gambaran tentang faktor yang mempengarulu implementasi

kebijakan penulisan resep dan/ atau menggunakan obat generik di RSU Cilegon

1.5 Manfaat Penelitian

Secara aplikatif diharapkan bermanfaat bagi:
1.5.1 Departemen Kesehatan RI

Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan finjavan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 085/MENKES/PER//1989 dan kemungkinan-kemungkinan

penyempurnaannya sehingga dapat efektif untuk mencapai tujuan.

15.2 RSU Cilegon

a. Memberihan informasi kepada pimpinan RS berkaitan dengan program obat

generik di pelayanan kesehatan khususnya di RS Pemerintah.
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b. Mengevaluasi program penggunaan obat generik di pelayanan kesehatan
khususnya di RSU Cilegon,

c. Sebagai bazhan pertimbangan jika ingin dilakukan intervensi dalam
rangka meningkatkan efisiensi, mutu dan cakupan serta pemerataan
program obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah khususnya di

RSU Cilegon.

153 Program Studi
Dapat memperikan tambahan informasi tentang penerapan ilmu yang di dapat

mengenai analisis implementasi kebijakan kesehatan.

1.54 Peneliti
Peneliti dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan terutama

yang berhubungan dengan kebijakan kesehatan di lapangan.

1.6  Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang kebijakan penulisan resep obat
generik, dimana dokter diwajibkan menuliskan resep dan atau menggunakan obat
generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan gabungan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang sifamya deskriptif
analitik, karena diharapkan dapat menjawab mengapa pengimplementasian kebijakan
penulisan resep dan atau menggunakan obat generik di RSU Cilegon belum terlaksana
dengan baik dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian

kebijakan tersebut. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara
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mendalam dengan informan untuk mendapatkan data pnmer. Data sekunder berupa
telaah dokumen dengan penelusuran resep obat generik pada pasien rawat jalan.
Informannya adalah pejabat dan petugas yang terlibat langsung dalam proses

pengimplementasian kebijakan penulisan resep obat generik.
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BAB 1I

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  OBAT GENERIK
2.1.1 Konsep Obat Generik

Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope
Indonesia dan INN (International Nonpropriety Names) dari WHO untuk zat
berkhasiat yang dikandungnya (Darmono,1990). Pengadaan obat generik saat ini telah
mencapai 300 buah, dan tidak semua macam penyakit mempunyai obat generik.
Produksi obat generik pada mulanya diarahkan pada jenis obat yang terdapat dalam
DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional) dan selanjuinya pada obat-obat diluar DOEN
yang banyak dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan.

Harga obat di Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat pendapatan
masyarakat, sehingga pemasyarakatan obat dengan harga relatif murah tetapi dengan
kualites yang setara dengan obat dengan nama dagang akan meringankan biaya
pengobatarn, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Harga obat
generik lebih murah dar obat dengan nama dagang, berkisar 24 — 67 % dan harga obat
dengan nama dagang (Darmono,1990). Sampai saat ini tercatat sekitar 13.000 merek
obat yang beredar di pasaran. Sekitar 400 jenis obat tercantum dalam DOEN, dan 300
jenis obat diantaranya tersedia dalam bentuk obat esensial generik. Di sektor publik
terutama di sarana pelayanan kesehatan dasar, ketersediaan obat esensial generik
berkisar antara 80-100 %. Ketersediaan obat didukung oleh industri farmasi yang

berjurnlah sekitar 204 dan 90 % berlokasi di pulau Jawa, telah dapat memproduksi 98
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% kebutuhan obat nasional, namun sebagian besar bahan baku masith di impor
{Konas,2006).

Upaya pemasyarakatan obat generik harus mendapat dukungan dari semua
pihak, karena dilihat dari aspek sosial maupun ekonomis, program ini mempunyai
kendala yang cukup besar. Secara garis besar kendala ekonomi menyangkut
kepentingan apotek, dokter, pabrik obat dan kendala sosial di pihak pasten yang belum
memaharni arti obat generik.

Agar harga obat generik terjangkau oleh masyarakat dan tetap terkendali, maka
melalui Keputusan Menteri Kesehatan ditetapkan harga patokan tertinggi obat generik
setiap tahunnya dan dikontrol langsung oleh pemerintah. Dengan demikian harga obat
generik tetap lebih rendah dari pada obat dengan merek dagang, dengan mutu yang
tetap terjamin karepa indusiri farmasi yang memproduksi obat generik harus
menerapkan CPOB (Cara Produkst Obat yang Baik), CPOB diterapkan sejak tahun
1971 berdasarkan WHO Standard on Good Practices in the Manufacture and Quality
of Drugs dan petunjuk operasionalnys yang ditetapkan tahun 1989. Pengujian dan
pengawasan mutu dilakukan secara terpacu dan berkesinambungan dalam perencanaan
dan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, distribusi serta pelayanan obat
(Katim,1996).

Di Indonesia 95 % bahan baku obat yang diperlukan masih dipasok dari luar
negeri, sehingga membuat harga obat dipengaruhi oleh mata uang asing
Ketergantungan terhadap impor bahan baku obat ini dapat menyebabkan tidak
stabilnya penyediaan obat nasional dan mengakibatkan fluktuasi harga obat
(Konas,2006). Tingginya harga obat menyebabkan terbatasnya jangkavan masyarakat
unfuk membeli obat terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk

mengantisipasi hal tersebut pemerintah berusaha untuk menyediakan obat-obatan yang
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bermutu secara merata dengan harga terjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui
program obat generik yang pertama kali diperkenalkan tahun 1989. Produksi obat
generik pada mulanya diarahkan pada jenis obat yang terdapat dalam DOEN dan
selanjuinya pada obat-obat diluar DOEN yang banyak dibutuhkan dalam pelayanan
kesehatan (Harahap,1990 dalam Daniel,2001).

Dalam rangka mengantisipasi mahalnya harga obat, Pemerintah, dalam hal ini
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, mewajibkan penulisan resep dan
penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah melalui
Permenkes R1 No. 085/MENKES/PER/I/1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep
dan/ atan Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
yang ditetapkan sejak 28 Januari 1989 serta Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan
Medik No. 0428/Y ANMED/RSKS/SK/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/ atau
Menggunakan Obat Generik di Rumah Sakit Pemerintah. Agar upaya pemanfaatan
obat gemerik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan tersebut
mencekup salah satu komponennya yaitu peresepan berdasarkan atas nama generik,
bukan nama dagang (Depkes,1989). Pada kenyataannya penulisan resep obat generik
tidak selalu dilakukan dengan tertib. Hal ini mungkin disebabkan belum
memasyarakainya obat generik. Beberapa studi juga mendapatkan bahwa penulisan
resep obat generik masih dibawah harapan Hal ini terlihat dari Kajian Pemanfaatan
Obat Generik di 5 Propinsi bahwa pemakaian obat generik masih berkisar tidak lebih
dari 15 % dan total penjualan obat (Depkes RI,2000),

Kewajiban menuliskan dan/ atau menggunakan obat generik telah dicanangkan.
Kewajtban ini dimulai dengan dokter di lingkungan instansi pemerintah dalam hal ini

mulai jajaran rumah sakit pusat, daerah dan sampai puskesmas. Kebijakan tersebut
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mempunyai konsekuensi logis bahwa rumah sakit dan pusat-pusat pelayanan kesehatan
pemerintah diwajibkan menyusun formulartum serta pedoman terapi. Formularium
rumah sakit yang disusun harus mencakup DOEN dan obat-obatan lain yang
diperlukan rumah sakit dengan nama generik (Depkes, 1995). Namun pada
kenyataannya masih dijumpai penyimpangan pada penulisan resep obat generik.
Kesenjangan ini dapat berakibat pada kerugian finansial bagi pasien (Sarjaini,1991).
Walaupun sudah disosialisasikan sejak tahun 1989, obat genertk baru mendapat
perhatian sejak krisis moneter dimana harga obat dan tanf pelayanan kesehatan
meningkat tajam. Sejalan dengan hal tersebut banyak pula obat genertk yang hilang
dari pasaran karena persediaan habis dan kapasitas produksinya tidak ditingkatkan.
Selain itu banyak pula obat generik yang tidak diproduksi lagi karena alasan ekonomis,
antara lain karena permintaan pasar yang kecil (Harahap,1999.dikutip dari

Daniel,2001).

2.1.2 Kebijakan Obat Nasional (KONAS)

Kebijakan Obat Nasional (KONAS) adalah dokumen resmi berisi pernyataan
komitmen semua pihak yang menetapkan tujuan dan sasaran nasional di bidang obat
beserta prioritas, strategi dan peran berbagai pihak dalam penerapan komponen-
komponen pokok kebijakan untuk pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Dengan
demikian KONAS merupakan bagian integral dari SKN 2004.

KONAS dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan
obat secara berkelnjutan, agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.

Dengan demikian tujuan KONAS adalah menjamin:

s Ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial.
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o Keamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar serta melindungi
masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat.

¢ Penggunaan obat yang rasional.

Penggunaan obat yang rasional merupakan salah satu langkah untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta dikembangkan berdasarkan
penerapan pedoman terapt dan kepatuhan terhadap Daftar Obat Esensial Nasional
(DOEN). Upaya untuk penggunaan obat yang rasional dilakukan melalut strategi
berikut:

e Penerapan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dalam setiap upaya
pelayanan kesehatan, baik perorangan maupun masyarakat, melalui
pemanfaatan pedoman terapi dan formularium berbasis bukti ilmiah terbatk.

+ Pengadaan obat di sarana kesehatan dan skema JKN mengacu pada DOEN,

e Penerapan pendekatan farmako ekonomi melalui analisis biaya-efektif dengan
biaya-manfaat pada seleksi obat yang digunakan di semua tingkat pelayanan
kesehatan.

¢ Penerapan pelayanan kefarmasian yang baik.

¢ Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

Tingginya penggunaan obat esensial pada pelayanan kesehatan dasar
khususnya puskesmas tidak diikuti oleh sarana pelayanan kesehatan lain. Hal ini
ditunjukkan dengan peresepan obat esensial di rumah sakit pemerintah kurang dari 76
%, rumah sakit swasta 49 %, dan apotek kurang dari 47 %. Keadaan diatas
menunjukkan bahwa konsep obat esensial belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan.

Apar upaya pemanfaatan obat generik dapat mencapai tujuan yang diinginkan,

maka kebijakan tersebut mencakup komponen-komponen berikut;
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Produksi obat generik dengan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB)
Pengendalian mutu obat generik secara ketat

Distribusi dan penyediaan obat generik di unit-unit pelayanan kesehatan
Peresepan berdasarkan atas nama generik, bukan nama dagang

Penggantian dengan obat generik diusulkan diberlakukan di unit-unit pelayanan
kesehatan

Informasi dan komunikasi mengenai obat generik bagi dokter dan masyarakat
luas secara berkesinambungan

Pemantauan dan evaluasi penggunaan obat genenk secara berkala

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 085/Menkes/Per/1/1989

Kebijakan ini berisi tentang kewajiban menuliskan resep dan atau

menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Pertimbangan

atas ditetapkannya kebijakan ini adalah ;

» Bahwa obat yang digunakan secara rasional merupakan salah satu faktor sangat

penting dalam menentukan keberhasilan upaya pelayanan kesehatan.

e Bahwa harga obat generik lebih rendah daripada harga obat dengan nama

dagang yang mempunyai efek terapetik yang sama.

¢ Bahwa dengan menuliskan resep dan/ atau menggunakan obat generik di

fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah, tujuan perluasan cakupan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat dapat lebih mudah dicapai.

Rumah sakit pemerintah diwajibkan menyediakan obat esensial dengan nama

generik untuk kebutuhan pasien rawat jalan dan rawat inap. Rumah sakit juga

diharuskan memiliki formularium untuk rumgh sakit kelas A, B II dan B I

Formularium yang dimaksud meliputi Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan obat
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lain yang sangat diperlukan rumah sakit. Selain 1tu rumah sakit diwajibkan memiliki
pedoman terapi dan komite farmasi dan terapi. Direktur rumah sakit bertanggung
jawab atas pelaksanaan ketentuan ini.

Pada pasal 6 permenkes ini disebutkan Instalasi Farmasi Rumah Sakit
diwgjibkan mengelola obat rumah sakit secara berdaya guna dan berhasil guna
Instalast Farmasi Rumah Sakit diharuskan membuat prosedur perencanaan, pengadaan,
penyimpanan, pendistribusian dan pemantauan obat yang digunakan rumah sakit.
Instalasi Farmasi Rumah Sakit berkewajiban melaporkan kepada Direktur ruimah sakit
atas penyimpangan penulisan resep yang dilakukan oleh dokter.

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa dokter yang bertugas di rumah sakit
diharuskan menuliskan resep obat esensial dengan nama generik bagi semua pasien.
Dokter dapat menulis resep untuk diambil di apotek luar rumah sakit dalam hal obat
esensial tidak tersedia di rumah sakit.

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan ini dijelaskan dalam pasal 8
yaitu pengawasan atas penulisan resep obat oleh dokter rumah sakit dilaksanakan oleh
Direktur Rumah Sekit dibantu Komite Farmasi dan Terapi. Dalam ketentuan lain
disebutkan bahwa Direktur Run.ah Sakit dapat menyetujui penggantian resep obat
dengan resep obat nama dagang dalam hal obat esensial tertentu belum tersedia nama
generiknya. Pelanggaran atas ketentuan yang tersebut dalam permenkes ini maka dapat

dikenakan sanksi administratif dan atan hukuman disiplin.

2.2 KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan kesehatan adalah setiap Keputusan Pemerintah yang memberikan
pengaruh yang kuat pada kehidupan bersama Kebijakan kesehatan adalah wewenang

utama pemerintah, dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah kesehatan
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dalam kehidupan bersama pada hari imi dan di masa depan. Kebijakan kesehatan
adalah “aturan main” yang mengatur kehidupan bersama berkaitan dengan kesehatan,
dan bukan mengatur kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan kesehatan
mengatur masalah bersarna, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi
masalah kesehatan bersama seluruh masyarakat di daerah itu (Nugroho,2006).

Suatu kebijakan kesehatan berist kepentingan publik, bukan kepentingan
negara, pemerintah, penguasa, apalagi elit politik. Jadi, sepanjang mempunyai nilai
untuk meningkatkan kehidupan publik dalam bidang kesehatan.

Ada enam nilai pokok kebijakan kesehatan agar dapat dikategorikan sebagai
kebijakan publik. Pertama, kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan
masalah pada inti permasalahannya. Kedua, kebijakan tersebut bersifat bijaksana,
dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang
dipecahkan. Kefiga, kebijakan tersebut memberikan harapan kepada seluruh rakyat
bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dan hari ini. Keempar, kebijakan
kesehatan adalah untuk kepentingan publik, bukan kepentingan Negara, pemerintah
atau birokrasi saja. Hal ini penting karena pada masa lalu yang dikenal adalabh hukum
publik, vaitu hukum-hukum yang lebih berkenaan dengan batas-batas karena mengatur
ketertiban publik. Sementara pada saat ini dan ke depan lebih diperlukan kebijakan
publik, yaitu batasan dan fuang bagi publik sebagai instrumen bagi publik untuk
mengembangkan dirinya, sebagai individu, warga masyarakat dan warga negara
Kelima, kebijakan kesehatan harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk
melaksanakan kebijakan tersebut dari dalam diri mereka sendin. Keenam, kebijakan

kesehatan harus mendorong terbangunnya efisienst dan efektifitas kehidupan bersama.
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Keenam nilai ini, yaitu cerdas, bijaksana, member harapan, membela
kepentingan publik, memotivasi dan membangun produktivitas, dapat dijadikan
sebagai nilai dasar keberhasilan kebijakan kesehatan (Nugroho,2006).

Kebijakan kesehatan dapat dikembangkan dari isu kebijakan, bukan hanya dart
masalah kebijakan. Isu kebijakan terdin atas masalah kebijakan {artinya, sudah ada
kejadian yang harus diatasi}) dan kebutuhan kebijakan (kebutuhan yang mungkin
muncul di masa depan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan kesehatan yang dibuat
han ini) (Nugroho,2006).

Jadi, jika melihat “isu” sebagai “masalah bersama” (yang mengacu pada
masalah kebijakan, yang merupakan salah satu isu kebijakan adalah selain kebutuhan
bersama atau kebutuhan kebijakan), “isu kebijakan” adalah isu yang harus ditangani
dengan kebijakan publik (Nugroho,2006).

Isu-isu kebijakan dapat diklasifikastkan sesuai dengan hirarki dari tipe yaitu;
utama, sekunder, fungsional dan minor. Isu-isun utama secara khusus ditemui pada
tingkat pemerintah tertinggi di dalam atau di antara wewenang propinsi, kabupaten/
kota. Isu-isu utama secara khusus meliputi pertanyaan tentang misi suatu instansi,
yaitu pertanyaan mengenai sifat dan tujuan organisasi-organisasi pemenintah. Isu-isu
sekunder adalah isu yang terletak pada tingkat instansi pelaksana program-program di
propinsi, kabupaten/ kota. Isu-isu sekunder ini dapat berisi isu prioritas-prioritas
program dan definisi kelompok-kelompok sasaran dan penerima dampak Isu-isu
fungsional, terletak di antara tingkat program dan proyek, dan memasukian
pertanyaan-pertanyaan seperfi anggaran, kenangan, dan usaha untuk memperolehnya.
Isu-isu miror adalah isu-isu yang ditemukan paling sering pada tingkat proyek-proyek

yang spesiftk (Nugroho,2006).
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2.2.1 Analisis Kebijakan Pubiik

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan
dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses
pembuatan kebijakan, analisa kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan
publik, Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur nmum yang
lazim dipakai dalam pemecahan masalah, yaitu : Perumusan masalah menghasilkan
informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan
Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa
mendatang dari penerapan altemnatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.
Rekomendasi menyediakan informasi mengenai nilat atau kegunaan relatif dari
kosekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Pemantauan menghasilkan
informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif
kebijakan. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang
ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar
dihasilkan (Dunn, 2003).

Upaya menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijaxan, apakah yang
bersifat deskriptif, valuatif atau presknptif dilakukan dengan menggunakan proscJdur
analisis tertentu. Prosedur ini berbeda tidak hanya dalam hal pertanyaan yang dianggap
layak, tetapi juga dalam hubungan sencientaranya dengan tindakan. Dengan demikian,
prediksi secara khusus digunakan sebeium suatu tindakan diadopsi (ex ante),
sementara deskripsi dan evaluasi lazimnya dilakukan setelah suatu tindakan
berlangsung (ex post). Prediksi dan preskriptif berhubungan dengan masa depan,
sementara deskripsi dan evaluasi berhubungan dengan masa lalu (Dunn,2003).

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Perrama,

dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya
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mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah
dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan
seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluast
memberi sumbangan pada Klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari
pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan
mengoperasikan tujuan dan target. Nilal juga dikritik dengan menanyakan secara
sistematis kepantasan fujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.
Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan
lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomend.si. Informasi tentang tidak
memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang

masalah kebijakan (Dunn,2003).

2.2.2 Evaluasi

Menurut Wijono (2000), evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan
antara hasil yang telah dicapas dengan rencana yang telah ditentukan Penilaian
merupakan alat penting untuk membantu pengambilan keputusan sejak tingkat
perumusan kebijakan maupun pada tingkat pelansanaan program,

Menurut WHO dalam Wijono (2000), pengertian evaluasi adalah suatu cara
yang sistematis untuk mempelajari berdasarkan pengalaman dan mempergunakan
pelajaran yang dipelajart untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan
serta meningkatkan perencanaan yang lebih baik dengan seleksi yang seksama untuk
kegiatan masa mendatang.

Tujuan penilaian untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pefencanaan
dan pelaksanaan pregram serta memberikan petunjuk dalam pengelolaan tenaga, dana

dan fasilitas untuk program yang ada sekarang dan yang akan datang. Komponen
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utama penilaian yang dipaka sebagai pendekatan untuk menilai pelaksanaan program
kesehatan yaitu: 1) Kesesuaian yang berkaitan dengan alasan-alasan atau maksud
mengadakan program, rencana kegiatan, pelayanan atau unit-unit; 2) Tinjauan terhadap
kemajuan program; 3) Daya guna dan hasil guna program; 4)Dampak pelaksanaan
program.

Tujuan dan evaluasi program kesehatan adalah untuk memperbaiki program-
program kesehatan dan pelayanannya untuk mengantarkan dan mengarahkan alokasi
tenaga dan dana untuk program dan pelayanan yang sedang berjalan dan yang akan
datang. Evaluasi harus digunakan secara konstruktif dan bukan untuk membenarkan

tindakan yang telah lalu atau sekedar mencan kekurangan-kekurangan saja.

2.2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan
tahap darn proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, Implementasi
dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana
berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk
menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau
program-program. Implementasi pada sisi yang [ain merupakan fenomena yang
kompleks yang mungkin dapat dipaham: sebagai suatu proses, suatu keluaran {output)
maupun sebagai suatu dampak (outcome). Implementasi juga dapat diartikan dalam
konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tuyjuan yang telah direncanakan
mendapatkan dukungan. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang

kompleks, konsep itu dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu

- dampak. Implementasi juga melibatkan sejumiah aktor, organisasi, dan teknik-teknik

pengendalian (Winarno,2007).
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Ripley dan Franklin (Winamo,2007) berpendapat bahwa implementasi adalah
apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,
kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).
Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan
maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasii-hasil yang diinginkan oleh para
pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor,
Khususnya para birokrai, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan,
Implementasi mencakup banyak macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana
yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus
mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar,
Sumber-sumber itu meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan
uvang. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi
arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. Keriga,
badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan
menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja Akhirnya,
badan-badan pelaksana memberikan pelayanan atau batasan-batasan tentang kegiatan
atau apapun lainnya yang dapat dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari
suatu program.

Van Meter dan van Horn (Winamo,2007) membatasi implementasi kebijakan
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-
kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-
tindakan ini mencakup usaha-usaha untzk mengubah keputusan-keputusan menjadi
tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu fertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang
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ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak
akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh
keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya
setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi
kebijakan tersebut.

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu proses yang kompleks yang
berangkat dari tahap pendefinisian masalah hingga evalvasi dampak kebijakan.
Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap saja dan sekian
tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya
merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu

kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik (Winamo,2007).

224 Kesesuaian dan Ketepatan

Kesesuaian merupakan bagian dant evaluasy/ penilaian. Kesesuaian adalah
menilai sesuai atau tidaknya pengimplementasian dari program atau kebijakan (Gray,
1997).

Penilaian adalah kegiatan untuk membandingkan antara hasil yang telah
dicapai dengan rencana vang telah ditentukan. Penilaian merupakan alat penting untuk
membantu pengambilan keputusan sejak tingkat perumusan kebiijakan maupun pada
tingkat pelaksanaan program (Wijono, 1999). Penilaian harus dilakukan agar proses
mangjemen dapat berjalan secara efektif (Aditama, 2004).

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari kesesuaian antara
pelaksanaan/ penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu
sendirt serta memberikan dampak positif terhadap pemecahan masalah yvang dihadapi

(Kusumawardani, 2006).
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Ketepatan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan
mencapai tujuan, Ketepatan adalah salah satu bagian dalam menilai suatu kebijakan.
Dampak vyang diinginkan tercapai akan diperoleh dengan menilai ketepatan
pelaksanaan kebijakan (Gray, 1997). Tujuan menilai ketepatan pelaksanaan kebijakan
adalah untuk meningkatkan dava guna dan hasil guna perencanaan dan pelaksanaan
kebijakan serta memberikan petunjuk dalam pengelolaan tenaga, dana dan fasilitas

untuk kebijakan yang ada sekarang dan yang akan datang (Wijono, 1999).

23 RUMAH SAKIT

Rumah Sakit adalah suatu usaha yang menyediakan pemondokan yang
memberi jasa pelayanan medik jangka pendek dan jangka pamjang yang terdin dari
tindakan observasi, diagnostik , terapetik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang
menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang mau melahirkan (WHO,1989).
Sedangkan menurut SK Menkes No. 983 Tahun 1992, rumah sakit umum adalah
rumah sakit yang memberikan pelayanan kesenatan yang bersifat dasar, spesialistik
dan subspesialistik. Rumah sakit mempunyai n.si memberikan pelayanan kesehatan
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyaranat. Tugasnya adalah
melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi
dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya
rujukan. Oleh karena itu rumah sakit umum perlu mempunyai fungsi pelayanan medis,
penunjang medis, pélayanan dan asuhan keperawatan, ruyjukan, pendidikan dan
pelatihan, penelitian dan pengembangan serta menyelenggarakan administrasi umum

dan keuangan. {Aditama 2004)
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23.1 Keadaan Umum RSU Cilegon (Profil RSU Cilegon,2007)

RSU Cilegon adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kota Cilegon

dan merupakan satu-satunya rumah sakit umum daerah yang terletak di wilayah Kota

Cilegon.

RSUD Cilegon mempunyai 165 tempat tidur dengan fasilitas pelayanan yang terdini

dan;

1. Imstalasi Rawat Inap

a. Perawatan Non Bedah

b. Perawatan Penyakit Anak

c. Perawatan Kebidanan/ Kandungan

d.

e.

Perawatan Bedah

Perawatan VIP

f. Ruang Bedah Central (OK)

2. Instalasi Rawat Jalan

a.

b.

C.

Pouklinik penyakit Dalam

Pao,iklinik Penyakit Anak

Polikklinik Bedai

Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
Poliklinik Gigi dan Mulut

Poliklinik Mata

. Poliklinik Kulit

. Poliklinik Orthopedt

Poliklinik Syaraf

Poliklinik Umum

. Poliklinik Rehabilitasi Medik
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Fasilitas Penunjang Medik

a. Instalasi Radiologi

b. Instalasi Farmasi

¢. Instalasi Gizi

d. Instalasi Laboratorium Klinik
Fasilitas Lain

a. Instalasi rawat Darurat

b. Instalasi Perawatan Intensif

c. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Sanitasi

a. Visi, Misi Dan Strategi RSU Cilegon

Visi ¢

Rumah Sakit Umum Daerah yang berkomnitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas

pelayanan, terdepan dan terunggul di wilayah Banten Tahun 2010.

Misi ¢

1.

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan terpadu dan berkesinambungan serta
terjangkau lapisan masyarakat.

Memberikan kualitas pelayanan cepat, tepat, ramah dan efisien.

Meningkatkap sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
tipe B.

Meningkatkan kualitas SDM dan sistem pelayanan rumah sakit menuju pelayanan
prima.

Bersama dengan .mitra kerja dan seluruh lapisan masyarakat berupaya dalam

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
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Strategi :

I

2,

Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah.

Meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialistik dan paramedis disertai dengan
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana, prasarana medical
equipment terutama yang berkaitan dengan teknologi tinggi.

Meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/ sub spesialis dan melengkapi
sarana dan prasarana secara mencukupi.

Peningkatan kecepatan, Kketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan
kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional.

Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua uvnit kerja dan unit
kegiatan,

Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan audit medis, audit keuangan, gugus

kendali mutu.

. Struktur Organisasi RSU Cilegon

Struktur organisasi RSUD Kota Cilegon ditetapkan dengan Perda No. 14/2002

yang disahkan pada tanggal 28 Agustus 2002 berbentuk sebagai Lembaga Teknis

Daerah setara dengan Badan,

C.

Ketenagaan

Dokter Umum : 15 orang
Dokter Gigi : 2 orang
Dokter Spestalis © 18 orang
Apoteker X 3 orang
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5. Perawat : 172 orang
6. Paramedis Non Perawat  : 3% orang
7. Non Medis ;101 orang

d. Kinerja Rumah Sakit
1. BOR :rata-rata 73,86 % (Tahun 2006)

2. LOS :5han

2.3.2 Komite Farmasi dan Terapi

Komite Farmasi dan Terapi adalah komite yang dibentuk oleh direktur ramah
sakit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu direktur rumah sakit dalam
menangani pengelolaan dan penggunaan obat.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 085 Tahun 1989, umah
sakit wajib membentuk Komite Farmasi dan Terapi yang bertugas untuk memantau
pelaksanaan penggunaan obat generik. Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Medik No. YM.00.03.2.3.951, Komite Farmasi aan Terapi disesvaikan
namanya menjadi Panitia Farmasi dan Terapi Rumah Sakit dengan fungsi yang lebih
luas antara lain membantu direktur rumah sakit menangani masalah pengelolaan dan
penggunaan obat di rumah sakit (Depkes, 1989).

Tugas Panitia Farmasi dan Terapi menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Medik No. YM.00.03.02.3.95) Tahun 1995 adalah:

1. Membantu pimpinan rumah sakit melalui komite medik untuk meningkatkan

pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional.

t

Menyusun formularium rumah sakit dan tatalaksana penggunaannya di rumah

sakit.
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Membantu komite medik dalam menyusun standar operating prosedur dan
pedoman diagnosa dan terapi yang diajukan oleh Staf Medik Fungsional (SMF).
Memantau serta menganalisa kerasionalan penggunaan obat di rumah sakit.
Melakukan analisa efektifitas dan efisiensi penggunaan obat di rumah sakit.
Revisi formularium rumah sakit sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran.
Mengkoordinir pelaksanaan uji klinik obat.

Mengkoordinir pemantauan efek samping obat.

Menjalin kerjasama dengan panitia sejenis secara horizontal dan vertikal maupun
institusi kesehatan lain di luar rumah sakit yang membutuhkan,

Menampung, memberi saran dan ikut memecahkan masalah lainnya dalam
pengelolaan obat dan alat kesehatan di rumah sakat.

Memberikan masukan berupa saran dalam perencanaan, pengadaan obat di GFK.

Membina puskesmas dalam hal penggunaan obat secara rasional.

Keanggotaan Panitia Farmasi dan Terapi terdini dari :

1.

Kepala SMF Farmakoicgi Klinik atau dokter ahli lainnya yang ditunjuk sebagai
Ketua

Kepala Instalasi Farmasi sebagai Sekretaris

Ketua SMF atau wakil yang ditunjuk sebagai Anggota

Kepala Bidang Keperawatan sebagai Anggota

Para dokter ahli lain bila dianggap perlu sebagai Anggota

2.3.3 Formularinm Rumah Sakit

Formularium Rumah Sakit adalah daflar obat baku yang dipakai oleh rumah

sakit yang dipilih secara rasional dan dilengkapi dengan penjelasan, sehingga
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merupakan informasi obat yang lengkap untuk pelayanan medik di rumah sakit, terdiri
dari obat-obatan yang tercantum dalam DOEN dan beberapa jenis obat yang sangat
diperlukan oleh rumah sakit dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan
bidang kefarmasian dan terapi serta keperluan rumah sakit yang bersangkutan. Rumah
sakit menyusun formularium berdasarkan DOEN dengan penambahan jenis maupun
nama dagang obat. Direktur rumah sakit menetapkan daftar obat nama dagang yang
terdapat dalam formularium tetapi belum ada generiknya. Menurut Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 085 Tahun 1989, rumah sakit yang tidak mempunyai Panitia
Farmasi dan Terapi dapat mengacu formulanum rumah sakit besar yang telah
mempunyai formularium rumah sakit (Depkes, 1989).

Formularium rumah sakit merupakan alat manajemen yang digunakan dalam
pengelolaan dan penggunaan obat, Salah satu tujuan penyusunan formularium adalah
perampingan jumlah macam obat. Dengan perampingan nama obat pada formularium
dapat dihindari terjadinya duplikasi obat, menjamin khasiat obat serta tefjadi “cost
containment” dengan mengutamakan kepentingan pasien (Guerriero dan Neff,1995
dalam Wirawan,1998). Banyak rumah sakit pemerintah maupun swasta menyusun dan
menerapkan formularium untuk mereduksi biaya pengobatan di rumah sakit (Wirawan,
1998).

Hazlet dan Hu (1992, dalam Wirawan, 1998)) membuktikan bahwa adanya
suatu hubungan yang sangat bermakna antara penurunan biaya dengan formularium
rumah sakit yang terkontrol dengan baik Mereka mendapatkan bahwa dari 514 rumah
sakit di Amerika yang menerapkan formularium rumah sakit dengan baik memerlukan
dana untuk membelanjakan obat-obatan 10,7 % lebih rendah dari pada yang tidak

menerapkan formularium.
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24 MOTIVASI

Motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada
dalam diri karyawan untuk memulai dan mengarahkan perilaku (Gibson, 1985).
Sedang menurut Robbins (1996) motivasi adalah kesediaan untuk meningkatkan upaya
yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan
upaya memenuhi kebutuhan individu.

Menurut Terry ( 1§99) motivasi adalah usaha seseorang dengan semangat kerja
karena keinginannya unfuk menyelesaikan pekerjaan, menciptakan koordinasi-
koordinasi kerja, yang akan membangkitkan dan mempertahiankan keinginan tersebut.
Dalam memotivasi, Pertama pemimpin agar menjadikan petugas sebagai tim kerja,
pegawai yang tidak menyukai pekerjaan akan bekerja dengan baik bila mereka
mempunyai perasaan ikut berpartisipasi dalam hasil kegiatan. Pemimpin harus
bersikap ramah, penuh pertimbangan dan menciptakan kondisi kerja yang nyaman,
Kedua, dengan pendekatan produktifitas dimana memberikan imbalan sesuai dengan
produktifitas kerja Keiiga, dengan pendekatan pemenuhan kapuasan yaitu
memberikan perhatian terhadap kebutuhan manusiawi dan memberi kepuasan sesuai
kondisinya

Menurut Gibson dalam suatu organisasi masalah kinerja merupakan isu
startegis dalam program manajemen sumber daya manusia. Motivasi merupakan salah
safu faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan produktifitas kerja.

Pekerjaan motivast pada dasamya adalah melakukan penyesuaian kebutuhan
organisasi dengan kebutuhan karyawan, penyesuaian kegiatan yang dimiliki oleh
organisasi dengan kegiatan karyawan serta penyesuaian tujuan yang dimiliki oleh
orgenisasi dengan tujuan karyawan Jadi, molivasi akan iumbuh bila terjadi

keselarasan antara tujuan organisasi dan tujuan dari anggota dalam tim, atau dapat juga
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dengan pemberan rangsangan positif (reward) ataupun hukuman (punishment)
(Azwar, 1996).

Untuk dapat termotivasi dan menjadi produktif, maka seseorang harus merasa
memiliki minat yang besar dalam pekerjaan seria mendapatkan kepuasan dari

pekerjaan tersebut (Timpe,1991).

25 MASA KERJA

Masa kerja adalah lamanya seorang bekerja di bidang pekegaannya
Pengalaman dan lama waktu bertugas dalam melaksanakan pekerjaan berhubungan
dan berpengaruh terhadap ketrampilan seseorang. Lama masa kerja berkaitan dengan
pengalaman seseorang, makin lama bekerja makin terampil dan bertambah
pengetahuannya {Azwar,1998).

Anderson (1973), menyatakan bahwa pekerjaan akan berpengaruh terhadap
perilaku petugas. Seseorang yang sudah lama bekeja mempunyai wawasan yang lebih
luas dan pengalaman lebih banyak, sehingga memegang peranan dalam pemventukan
perilaku. Hal yang sama dinyatakan oleh Robbins (2006), bahwa j.ka kita
mendefinisikan senioritas sebagai masa kerja seseorang pada pekerjaan tertentu, kita
dapat mengatakan bahwa bukti paling baru menunjukkan suatu hubungan positif antara
seroritas dan produktifitas pekerjaan. Jika demikian, masa kerja yang diekspresikan
sebagai pengalaman kerja, tampaknya menjadi dasar perkiraan yang baik terhadap
produktifitas karyawan.

Masa kerja seseorang dalam organisasi perlu diketahui karena masa kerja itu
merupakan salah satu indikator tentang kecenderungan para pekerja dalam berbagai
segi kehidupan organisasi. Misalnya dikaitkan dengan produktifitas kerja; banyak

anggapan bahwa semakin lama seseorang berkarya dalam suatu organisasi akan
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semakin tinggt pula produktivitasnya karena ia semakin berpengalaman dan
keterampilannya menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan
sendirinya semakin tinggi pula. Tetapi tidak mustahil bahwa orang yang sudah lama
bekerja dalam organisasi tidak meningkat atau bahkan menurun produktifitas kerjanya

(Siagian, 1989).

26 PENGETAHUAN

Pengetahuan merupakan hasil dan tahu dan ini tejadi setelah orang melakukan
penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra
manusia yakn indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba Sebagian
besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga Pengetahuan atau kognitif
merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt
behavior). Apabila suatu tindakan tidak didasari oleh pengetahuan maka perilaku
tersebut tidak akan berlangsung lama (Notoatmojo,2003).

Menurut Sulasumantri {1988 dalam Pinem, 2007), sumber pengetahuan ada 2
yaitu secara rasional dimana pengetahuar diperoleh manusia melalui kemampuan
berpikir rasionalnya, dan secara empiris dimana pengeiaiuan dapat diperoleh melalui
pengalaman kongkrit yang dapat berasal dan media massa, mengikut seminar maupun
penyuluhan-penyuluhan baik secara formal atau informal,

Green dan Kreuter (2005) menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan tidak
selalu menyebabkan perubahan perilaku, namun mempunyai hubungan yang positif
antara kedua variabel. Selanmjutnya dikatakan bahwa pengetahuan tertentu tentang
kesehatan mungkin penting sebelum tindakan kesehatan pribadi terjadi, tetapi tindakan
kesehatan yang diharapkan mungkin tidak akan terjadi kecunali bila seseorang

mendapat isyarat yang cukup kuat untuk memotivasinya bertindak atas dasar
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pengetahuan yang dimilikinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengetahuan merupakan
faktor yang penting namun tidak memadai dalam perubahan perilaku.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh QOsnita (2000); Dja’afara (2000); Elasarn
dan Noor (2004), menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan secara bermakna
dengan kepatuhan petugas terhadap standar adalah faktor pengetahuan. Namun
penelitian lain yang dilakukan oleh Yantin (2000), Irawati (2000); Tjerita (2000) dan
Syafrizal (2003), tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara

pengetahuan dengan kepatuhan petugas terhadap standar.

27 SIKAP

Perilaku manusia (human behavior), secara psikologi dipandang sebagai reaksi
terhadap stimulus lingkungan yang bersifat sederhana maupun kompleks, dan sikap
selalu dikaitkan dengan perilaku (Azwar,1998). Hal yang sama dikemukakan oleh
Winardi (2004), bahwa sikap adalah determinan perilaku, karena mereka berkaitan
dengan persepsi, kepribadian dan motivasi. Sebuah sikap ﬁerupakan suatu keadaan
siap mental, yang dipelajari dan diorganisasi menurut pengalaman, dan menyebabkan
timbulnya pengaruh niusus atas reaksi seseorang terhadap orang-orang, obyek-obyek
dan sitvasi dengan siapa dia berhubungan.

Berbeda dengan Sarwono (1993), yang menyatakan bahwa sikap tidak sama
dengan perilaku dan pemlaku tidak selalu mencerminkan sikap seseorang, sebab
seringkali terjadi seseorang bertindak bertentangan dengan sikapnya. Sikap dapat
berubah dengan tambahan informasi suatu obyek, mela.luj persuasi, panutan dari
seseorang atau tekanan dari kelompok sosial.

‘Penelitian-penelitian awal mengenat sikap menganggap bahwa secara kausal

terkait dengan perilaku, artinya sikap seseorang menentukan apa yang mereka lakukan
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Namun pada akhir dasawarsa 1960-an, hubungan yang diasumsikan antara sikap dan
perilaku (attitude-behavior) ditentang oleh kajian ulang terhadap riset tersebut.
Berdasarkan evaluasi terhadap sejumlah studi yang menyelidiki hubungan sikap dan
perilaky, kajian ulang menyimpulkan bahwa sikap tidak terkait dengan perilaku, atau

kemungkinan terbaiknya, hanya sedikit berhubungan (Robbins,2006).

28 DANA

Dana atau pembiayaan sangat menetukan dalam kelancaran kegiatan. Dana
dalam hal ini adalah biaya kesehatan yang harus disediakan untuk menyelenggarakan
berbagai upaya kesehatan vang dapat dimanfaatkan oleh perorangan, keluarga atan
kelompok masyarakat. Azwar (1996) mengatakan bahwa biaya kesehatan dari sudut
penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah dan ataupun pihak swasta,
yaknt pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan,

Menurut Azwar (1996), biaya kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua
macam yakni biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurut Siagian (1989), setiap organisasi menghadapi keterbatasan
kemampuan menyediakan dana, oleh sebab itu para manajerial dituntut untuk berusaha
sekuat tenaga untuk memperoleh dana sehingga jumiahnya sesual dengan kebutuhan,
dan mengatur penggunaan dana yang tersedia sedemikian rupa untuk mendapatkan
hasil yang maksimal. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan juga
tergantung pada tersedia tidaknya anggaran yang memadai atau sesvai dengan

kebutuhan,
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29 PELATIHAN

Pelatihan adalah bimbingan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan
kerja seseorang atau kelompok orang yang sudah bekerja pada organisasi
(Siagian,1989). Hal yang sama dinyatakan oleh Handoko (1993), bahwa pelatihan
adalah upaya untuk memperbaiki berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja
tertentu, terinci dan rutin sehingga dapat mempersiapkan karyawan agar mampu
melakukan pekerjaan yang dilimpahkan.

Pendidikan bagi orang dewasa lebih memerlukan pembimbing dibandingkan
dengan pengajar atau guru. Pelaksanaan pendidikan melalui pelatihan sebagian besar
dipengaruhi oleh ketersediaan dan kemampuan pelatih dan bagaimana proses itu
dilakukan.

Salah satu rangkaian proses pelatihan adalah adanya evaluasi yang dilakukan
terhadap persiapan, proses keluaran dan dampak pelatihan. Dalam rangka memenuhi
kebutuhan evaluasi tersebut, diperlukan suatu pedoman agar evaluasi dapat dilakukan
dengan baik dan konsisten. Dengan evaluasi diharapkan dapat bermanfaat dalam
rangka mengetahui kesesuaian kurikulum dan penyelenggaraan pelatihan dengan
perkembangan keadaan dan kemampuan calon peseria latih. Selain itu diperoleh
informasi tentang relevansi pelatihan dengan kebutuhan serta dapat dijadikan

pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

2,10 PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian adalah pengelompokan berbagai kegiatan yang diperlukan
untuk melaksanakan suwatu rencana sedemikian rupa schingga tujuan yang telah
ditetapkan dapat dicapai dengan memuaskan. Pengorganisasian kegiatan ialah

pengaturan berbagai kegiatan yang ada dalam rencana sedemikian rupa sehingpa
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terbentuk satt kesatuan yang terpadu, yang secara keselurvhan diarahkan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip pokok organisasi yaitu mempunyai
pendukung, mempunyai tujuan, mempunyai kegiatan, mempunyai pembagian tugas,
mempunyai perangkat organisasi, mempunyai pembagian dan pendelegasian
wewenang, dan mempunyai kesinambungan kegiatan, kesatuan perintah dan arah
(Azwar,1996).

Direktur rumah sakit sebagai pucuk pimpinan rumah sakit yang memiliki
kedudukan paling tinggi, maka peran direkitur rumah sakit dalam melaksanakan
kebijakan penulisan resep obat generik di fasilitas kesehatan pemerintah mcnjadi
faktor yang sangat penting dan memiliki peran yang paling besar. Berdasarkan pasal
17 Permenkes RI No. 085/Menkes/Per/1/1989 disebutkan bahwa Direktur Rumah Sakit
diberikan wewenang untuk mengatur pelaksanaan teknis lebih lanjut.

Peran Komite Medik sebenarnya sangat diperlukan dalam swatu instansi rumah
sakit. Organisasi int menjadi kunci penting terlaksmaﬁ}'a pelayanan medis dari rumah
sakit kepada pasien. Selain itu komite medik menjadi atat komumkas: antara dokter
dan direksi ketika mereka bertemu setiap bulan. Kewenan.gan komite medik antara lain
menetapkan standar pelayanan dan menentukan standar mutu peicyanan dokter
(Rijadi, 1999).

Menurut Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No.
0428/Y ANMED/RSKS/SK/1989, Direktur rumsh sakit berkewajiban membeniuk
Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit yang anggotanya terdiri dari para dokter dan
apoteker yang bertugas di rumah sakit. Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit
mempunyai tugas dan fungsi membantu Direktur Rumah Sakit dalam menentukan

kebijakan penggunaan obat dan pengobatan.

Evaluasi implementasi..., Evelyn Yolanda Panggabean, FKM Ul, 2008



37

2.11 SUPERVISI

Salah satu cara untuk melakukan evaluasi penulisan resep obat generik adalah
dengan cara melakukan supervisi dan pemantauan, Supervist adalah suatu metode yang
digunakan untuk keperluan pengawasan atau pengendalian serta bimbingan dan
pembinaan. Menurut Azwar (1996), supervisi adalah melakukan pengamatan secara
langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan
untuk kemudian bila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang
bersifat langsung guna mengatasinya. Pemantauan adalah svatu kegiatan yang
bertuyjuan untuk mengukur apakah program yang telah dilaksanakan sudah sesuai
dengan rencana atau tidak. Penilaian adalah suatu proses yang teratur dan sistematis
dalam membandingkan bhasil yang dicapai dengan ciriteria yang telah ditetapkan,
dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan serta penyusunan saran-saran
(Azwar,1996). Pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan suatu perubahan,
pembaharuan dan penyempurnaan vyang berencana (Toha,1993). Sedangkan
pengawasan adalah suatu proses yang mengukur penampilan suatu program yang
kemudian dilanjutkan dengan mengarahkannya, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan
dapat tercapai (Azwar,1996).

Manfaat dilakukannya supervisi adalah dapat lebih meningkatkan efektivitas
kerja dan dapat lebih meningkatkan efisiensi kerja. Apabila kedua peningkatan ini
dapat diwujudkan, sama artinya dengan telah tercapainya fujuan organisasi
{Azwar,1996).

Melakukan supervisi terhadap penggunaan obat mempunyai dua komponen
aktif yaitu :

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap mutu penggunaan obat, pencatatan serta

pelaporannya.
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2. Membina dan membimbing pelaksana pengobatan agar senantiasa meningkatkan

kemampuan dan ketrampilan mereka dalam rangka pemakaian obat yang rasional.

Pengawasan atas penulisan resep obat oleh dokter rumah sakit diatur dalam
pasal 8 Permenkes RI No. 085/MENKES/PER/I/1989, bahwa pengawasan
dilaksanakan oleh direktur rumah sakit dibantu oleh komite farmasi dan terapi.
Pembinaan dan pengawasan penulisan resep obat generik dilaksanakan melalui

komunikasi, informasi dan edukasi dengan bimbingan teknis dan pertemuan berkala.

2.12 PENULISAN RESEP OBAT

Resep adalah dokumen legal, sebagai sarana komunikatif profesional dari
dokter dan penvedia obat, untuk memberikan obat kepada pasien sesuai dengan
kebutuhan medis yang telah ditentukan. (Depkes RI, Ditjen POM, 2000)

Menurut WHO (1988), secara garis besar faktor yang mempengaruhi penulisan
resep dibagi dua yaitu faktor medis dan faktor non medis. Faktor medis adalah faktor
yang berhubungan dengan status kesehatan pasien yang merupakan faktor utama yang
menentukan apakah seorang pasien akan diberikan resep obat atau tidak. Faktor non
medis terbagi dua yaitu faktor kondisi peresepan dan fakior individu yaitu semua yang
berhubungan dengan individu dokter. Kekuatan dan industri obat nasional dan
kekuasaan dari pihak yang berwenang mengontrol, merupakan dua faktor kondisi yang
penting dan juga mempengaruhi factor individu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penulisan resep {Quick, Rankin, Laing,

Connor, Hoggerzeil, Dukes, Gamett, 1997):
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. Sistem Suplai Kesehatan

Faktor yang mempengaruhi penulisan resep meliputi suplai obat yang tidak dapat
dipercaya, jumlah obat yang terbatas/ tidak mencukupi, obat yang kadaluarsa dan
tersedianya obat yang tidak tepat/ tidak sesuai. Inefisiensi dalam sistem tersebut
menimbulkan ketidak percayaan oleh dokter dan pasien.

. Penulis Resep (Dokter)

Ada faktor internal dan ekstemal yang mempengaruhi dokter dalam menuliskan
resep. Faktor internal meliputi pengetahuan dokter tentang obat , kurangnya
pendidikan berkelanjutan, keahlian untuk mendapatkan informasi baru yang lebih
banyak didapat dan sales obat bukan berdasarkan evidence based mempengaruhi
penulisan resep obat, Faktor eksternal sepertt jumlah pasien yang banyak, tekanan
untuk menuliskan resep dari pasien atau salesman obat.

Faktor karakteristik dan kondisi kerja mempengaruhi penulisan resep dokter.
Dibedakan atas karakteristik dokter yang bersifat non profesional seperti umur,
jenis kelamin, kepribadian/ peritaku dan karakteristik professional seperti

pendidikan dan pengalaman kerja.

. Farmasi

Pemberian informasi mengenai obat khususnya kepada dokter mempengaruhi
penulisan resep, hal ini berkaitan dengan pendidikan Peran farmasi juga terlihat

mulai dari perencanaan, pengadaan dan pendistribusian obat di rumah sakit,

. Pasien

Pengetahuan dan kepercayaan pasien terhadap mufu dan suatu obat dapat
mempengarvhi pasien dalam menggunakan obat dan karena adanya interaksi

pasien dengan dokter juga akan mempengaruht dokter dalam menuliskan resep.
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Industri farmasi dikatakan mempunyai pengaruh yang kuat dalam penulisan
resep baik secara langsung atau secara tidak langsung. Pengaruh secara langsung
dilakukan dengan iklan melalui jumal, detailman, eksibist obat,' sampel obat, dan lain-
lain, Secara tidak langsung seperti bantuan peneliiian medis, bantuan untuk jurnal

ilmiah, bantuan dan pengorganisasian pelatihan medis, dan {ain-lain.

2.13 SISTEM
2.13.1 Batasan

Definisi sistem menurut Ryans (dalam Azwar, 1996) adalah gabungan dar
elemen-elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses atau struktur dan berfungst
sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah

ditetapkan.

2.13.2 Ciri-Ciri Sistem

Sesuatu disebut sebagai sistem apabila ia memiliki beberapa cin pokok sistem,
yaitu (1} Dalam sistem terdapat bagian atau elemen yang satu sana lain saling
berhubungan dan mempengaruhi yang kesemuanya membentuk satu kesatuan, dalam
arti semuanya berfungsi untuk mencapai tujuan yang sama yang telah ditetapkan, (2)
Fungsi yang diperankan oleh masing-masing bagian atau elemen yang membentuk satu
kesatuan tersebut adalah dalam rangka mengubah masukan menjadi keluaran vang
direncanakan, (3) Dalam melaksanakan fungsi tersebut, semuanya bekerja sama secara
bebas namun terkait, dalam arti terdapat mekanisme pengendalian yang
mengarahkannya agar tetap berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan, (4)
Sekalipun sistem merupakan satu kesatuan yang terpadu, bukan berarti ia tertutup

terhadap lingkungan (Azwar,1996).
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2.13.3 Unsur Sistem
Telah disebutkan bahwa sistern terbentuk dari bagian atau elemen yang saling

berhubungan dan mempengaruhi. Adapun yang dimaksud dengan bagian atau elemen
tersebut ialah sesuatu yang mutlak harus ditemukan, yang jika tidak demikian, maka
tidak ada vyang disebut dengan sistem tersebut. Bagian atau elemen tersebut
dikelompokkan dalam enam unsur yakni (Azwar,1996) :
1.  Masukan

Adalah kumpulan bagtan atau elemen yang terdapat dalam sistem dan yang
diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut.
2. Proses

Adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan yang
berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan.
3. Keluaran

Adalah” kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dan berlangsungnya
proses dalam sistem.
4,  Umpan balik

Adatah kumpulan bagian atau elemen yang n.erupakan kelvaran dari sistem dan
sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut.
5. Dampak

Adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran suatu sistern.
6. Lingkungan

Adalah dunia di luar sistem yang tidak dikelola oleh sistem tetapi mempunyai

pengaruh besar terhadap sistem.
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Rincian tentang kumpulan bagian atau elemen yang ada dalam masukan, proses
dan keluaran banvak macamnva. Dalam administrast kesehatan kesemua rincian
tersebut dapat dibedakan atas dua macam yakni (Azwar,1996) :

1.  Sistem sebagai upaya menghasilkan pelayanan kesehatan
Jika sistem kesehatan dipandang sebagai suatu upaya untuk menghasilkan
pelayanan kesehatan, maka yvang dimaksud dengan - |
a Masukan adalah perangkat administrasi yakni tenaga, dana, sarana dan metoda
atau dikenal pula dengan istilah sumber, tata cara dan kesanggupan.
b. Proses adalah 1ungsi administrasi, yang terpenting ijalah perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian.
c. Keluaran adalah pelayanan kesehatan yakni yang akan dimanfaatkan
oleh masyarakat.
2. Sistem sebagal suatu upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan
Jika sistem kesehatan dipandang sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan
masalah kesehatan, maka yang dimaksud dengan :
a. Masukan adalah setiap masalah kesehatan yang ingin diselesaikan.
b. Proses adalan perangkat administrasi yakni tenaga, dana, sarana dan metoda atau
dikenal pula sebagai sumber, tata cara dan kesangpgupan.

c. Keluaran adalah selesainya masalah kesehatan yang dihadapi.

2.13.4 Pendekatan Sistemn

Dibentuknya suatu sistem pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu
yang telah ditetapkan. Untuk terbentukmya sistem tersebut perlu dirangkai berbagai
unsur atan elemen sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan membentuk suatu

kesatuan dan secara bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan kesatvan.
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Pendekatan sistem adalah penerapan darn cara berpikir yang sisematis dan logis dalam
membahas dan mencari pemecahan dari suatu masalah atau keadaan yang dihadapi.
Prinsip pokok pendekatan sistem dalam pekerjaan adiministrasi dapat
dimanfaatkan untuk dua tujuan. Pertama, unfuk membentuk sesuatu, sebagai hasil dari
pekerjaan administrasi. Kedua, untuk menguraikan sesuvatu yang telah ada dalam
administrasi.

Jika pendekatan sistem dapat dilaksanakan, akan diperoleh beberapa
keuntungan, antara lain:

1. Jenis dan jumlah masukan dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan,
dengan demikian penghamburan sumber, tata cara dan kesanggupan yang
sifatnya selalu terbatas akan dapat dihindari.

2. Proses yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai keluaran sehingga
dapat dihindari pelaksanaan kegiatan yang tidak diperlukan.

3. Keluaran yang dihasilkan dapat lebih optimal serta dapat diukur secara lebih
tepat dan obyektif.

4.  Umpan balik dapat diperoleh pada setiap tahap pelaksanaan program,
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KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1 Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan pustaka serta penelitian yang
pemnah dilakukan sebelumnya tentang implementasi kebijakan penulisan resep obat
generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, maka dibuatiah kerangka konsep
dengan pendekatan sistem yang terdiri dari variabel input terdiri dari sumber daya
manusia (SDM) (masa kerja, pengetahuan, sikap, persepsi, motivasi), dana, metode
dan ketersediaan obat generik, variabel proses adalah kegiatan implementasi kebijakan
(ketersediaan formularium rumah sakit, sosialisasi, pengorganisasian dan supervisi);
dan vaniabel output adalah penulisan resep obat generik.

Kerangka konsep dengan pendekatan sistem vang dibuat dapat digambarkan
seperti pada gambar 3.1 bertkut ini :

Gambar 3.1

» Kerangka Konsep

IMPLEMENTASI PERMENKES RI No. 085/MENKES/PER/1/1989

‘INPUT PROSES OUTPLIT

*» SDM

Dokter :

Masa kerja, _ » Ketersediaan

pengetahuan, sikap, Formularium Rumah

motivasi Sakit )
® Dana # Sosialisasi > g?lﬂgan RES °p
o Metode (SK, Juklak, e Pengorganisasian a Genert

Juknis) » Supervisi
» Ketersediaan  Obat

Generik
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VARIABEL DEFINIS) CARA | ALATUKUR HASIL UKUR
UKUR

Masa Kerja Adalah  kesesuaian | Wawancara | Pedoman Informasi  tentang
dan ketepatan jumlah | mendalam | wawancara masa kerja dengan
waktu bekerja dalam pemahaman
tahun dokter dihitung program obat
sejak  melaksanakan generik
fugas di RSUD Kota
Cilegon terhadap
pemahaman program
obat genenk.

Pengetahuan Adalah kesesuaian | Wawancara | Pedoman Gambaran
dan ketepatan | mendalam | wawancara pengetahuan tentang
informasi yang program obat
diketahui dokter generik yang
tentang program obat dinuliki dokter
generik.

Sikap Adalah  kesesuaian | Wawancara | Pedoman Informasi  tentang
dan ketepatan respon | mendalam | wawancara bagaimana respon
dari dokter terhadap dokter di RSUD
pengimplementasian Cilegon dalam
program obat generik. pelaksanaan

program obat
generik

Motivasi Adalah besarnya | Wawancara | Pedoman Informasi  tentang
keinginan dari dalam | mendalam | wawancara bagaimana
diri maupun dorongan keinginan dokter di
dan  Juar  untuk RSUD Cilegon
mengimplementasikan dalam
program obat generik. melaksanakan

pelayanan
pengobatan

Dana Adalah  kesesuaian | Wawancara | Pedoman Gambaran perseptif
dan ketepatan sumber | mendalam | wawancara tentang  kesesuaian
dana yang digunakan | dan telash dan ketepatan dana
untuk dokumen yang tersedia
mengimplementasikan dengan  kebutuhan
program obat generik. biaya

pengimplementasian
program obat
generik

Metode Adalah  pendekatan | Wawancara | Pedoman Gambaran lengkap
yang digunakan | mendalamm | wawancara atau tidak
RSUD untuk lengkapnya SK,
mendukung Juklak dan Juknis
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pengimplemetasian
program obat generik

mendukung;
gambaran

yang
serta

berupa Surat efektif atan tidak
Keputusan (SK) efektifnya program
Direktur RSUD, obat generik,
Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak) dan Petunjuk

Teknis (Juknis).

Ketersediaan Adalah  kesesuaian | Wawancara | Pedoman Gambaran

Obat Generik dan ketepatan macam | mendalam | wawancara kecukupan jumlah
obat generik vyang | dan telaah dan kesesvaian jenis
tersedia di  RSUD | dokumen obat generik yang
Cilegon untuk tersedia di RSUD
pelaksanaan program Cilegon untuk
obat generik. pelaksanaan

program obat
generik.

Ketersediaan Adalah  kesesuaian | Wawancara | Pedoman Gambaran tentang

Formularium dan ketepatan obat | mendalam | wawancara kesesuaian dan

Rumah Sakit | genenk yang | dan telaah | dan check list | ketepatan obat

(FRS) tercantum dalam FRS | dokumen | dokumen generik yang
untuk  pelaksanaan tercantum  dalam
program obat generik. FRS dengan standar

yang ditetapkan
Depkes.

Soesialisasi Adalah  kesesuaian | Wawancara | Pedoman Gambaran tentang
dan ketepatan | mendalam | wawancara efektif atau tidaknya
sosialisasi obat penyelenggaraan
generik dengan sosialisasi, serta
kebutuhan kepuasan dokter
pelaksanaan program terhadap
obat genernik. penyelenggaraan

sosialisasi yang
akan  mendukung
pelaksanaan
program obat
generik.

Pengorganisasian | Adalah proses § Wawancara | Pedoman Gambaran tentang
pengorganisasian mendalam | wawancara kesesuaian dan
program obat generik, ketepatan  jalinan
jalinan kerja samanya kerja sama dokter
dengan Instalasi dengan Instalasi

Farmasi dan Komite
Farmasi dan Terapi.

Farmasi dan Komite
Farmasi dan Terapi.
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Supervisi Adalah  kesesuaian | Wawancara | Pedoman Gambaran
dan ketepatan | mendalam | wawancara bagaimana cara dan
pelaksanaan frekuensi
pemantauan dan pengawasan dan
pengawasan kegiatan pengendalian
program dan penilaian terhadap kerja
yang dilakukan baik dokter dan penilaian
tahap input (apakah yang dilakukan oleh
sumber daya sudah pimpinan pada
sesuai dengan setiap tahap (input,
kebutuhan),  proses proses dan output).
(pada kegiatan yang
sedang berlangsung)
maupun output
(apakah hasil sesuai
dengan target yang
ditetapkan setelah
pekerjaan selesai}
Penulisan Resep | Adalah penulisan | Wawancara | Pedoman Gambaran tentang
Obat Generik resep obat dengan | mendalam | wawancara kesesuaian dan
nama resmi yang ketepatan
ditetapkan dalam pelaksanaan
Farmakope Indonesia program obat
oleh dokter vyang generik di RSUD
memberikan Cilegon
pelayanan pengobatan
di RSUD Cilegon
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BAB 1V

METODE PENELITIAN

4.1  Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan merupakan gabungan desain kualitatif dan
kuantitatif (deskriptif analitik). Pendekatan ini dipilih karena penelitian diharapkan
dapat menjawab mengapa pelaksanaan program penulisan resep obat generik di RSU
Cilegon tidak terlaksana dengan baik dan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan
dengan pengimplementasian kebijakan. Penulisan Resep dan/ atau Menggunakan Obat
Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Desain kualitatif dilaksanakan
dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan untuk mengetahui secara
lebih mendalam faktor-faktor vang berhubungan dengan pengimplementasian
kebijakan Penulisan Resep dan/ atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Pemerintah, sedangkan desain kuantitatif dilakukan untuk
mengetahui gambaran distribusi penulisan/ pemakaian obat generik pada poli (bagian)
di RSU Cilegon.

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan
informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen dengan
penelusuran resep obat generik pasien rawat jalan dan penelusuran kartu pasien/ buku

register pasien.

42  Lokasi dan Waktu Penelitian
4.2.1 Lokasi

Penelitian dilaksanakan di RSU Cilegon pada bulan Februar-April tahun 2008,

48
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422 Waktu

Pengumpulan data dilakukan selama bulan Februari - April 2008, diharapkan
dalam tiga bulan tersebut semua data yang diperlukan dapat terkumpul. Data primer
diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan yang telah ditetapkan,

sedangkan data sekunder diperoleh dari RSU Cilegon.

4.3 Informan Penelitian

Tabel 4.1
Informan Dan Informasi Yang Diminta

No. INFORMAN INFORMASI YANG DIMINTA
1. Direktur RSU Cilegon Koordinasi lintas sektor, dana, metode,
pengoranisasian, ketersediaan formularium RS,
_ supervist
2. Kepala Dinas Kesehatan | Koordinasi lintas sektor, metode,
| Kota Cilegon pengorganisasian, supervisi
§| 3. Kepala Bidang Pelayanan | Metode, SDM (dokter), dana, ketersediaan
; Medik RSU Cilegon obat generik, ketersediaan formularium RS,
i sosialisasi, supervisi
i 4, | Kepala Panitia Farmasi | Metode, ketersediaan obat generik, ketersediaan
’ dan Terapi RSU Cilegon | formularium RS, pelatihan, supervisi
5. | Kepala Instalasi Farmasi | Dana, ketersediaan obat generik, ketersediaan
RSU Cilegon formularium RS, supervisi
6. | Dokter Ketersediaan formularium RS, ketersediaan
obat generik, pemahaman program obat
generik, motivasi, sikap, sosialisasi, supervisi
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Informan-informan dalam penelitian ini mempunyai latar belakang pendidikan
yang hampir sama yaitu S1, S2 dan Spesialis, berumur antara 28 tahun sampai dengan
55 tahun. Masa kerja informan berkisar antara 3 tahun sampai dengan 28 tahun.
Informan penelitian berjumlah 10 orang yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat
pendidikan, umur, jenis kelamin, masa kerja dan lama di jabatan. Karakteristik
informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Karakteristik Informan Wawancara Mendalam

Ne. Informan Umur Jenis Pendidikan | Masa Lama
(thn) Kelamin Kerja Di
(thn) Jabatan
(thn)
1. Informan 1 48 Pria MKes 22 1
2. | Informan2 55 Pria Dokter 28 1
3. | Informan3 51 Wanita Dokter 21 5
4, | Informan 4 52 Pria Dr spesialis 20 1
5. | Informan 5 32 Wanita Apoteker 7 1
6. | Informan 6.1 48 Pria Dr spesialis 15 5
7. | Informan 6.2 49 Wanita | Dr spesialis 18 5
8. | Informané.3 40 Pria Dr spesialis 12 1
9. | Informan 6.4 37 Wanita Dokter 3 3
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4.4 Pengumpulan Data
44.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer yaitu daia yang
dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan melakukan wawancara mendalam,
sedangkan data sekunder dari telazh dokumen di RSU Cilegon, yakni dokumen
ketenagaan, keuangan, resep-resep yang masuk ke instalasi farmasi rumah sakit,

pelatihan serta laporan kinerja rumah sakit.

4.4.2 Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang dipakai untuk membantu pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah penelitt dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam, alat

pencatat, tape recorder dan lembar telazh dokumen

443 Metode Pengambilan Data
a. Data Kualitatif

Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap
informan. Kemudian terhadap dokumen yang berhubungan dengan kebijakan
penulisan resep obat generik dilakukan telaah. Dalam melakukan wawancara

mendalam dipandu dengan pedoman wawancara lalu dicatat dan direkam.

b. Data Kuantitatif
¢ Besar Sampel

Populast penelitian ini adalah total resep pasien rawat jalan yang masuk ke Instalasi
Farmasi RSU Cilegon pada bulan Juli 2007. Bulan Juli 2007 dipilih karena jumiah

kunjungan pasien rawat jalan paling banyak dalam tahun 2007, tidak ada hani libur
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nasional, dan dokumen resep paling lengkap di bulan tersebut. Banyaknya sampel
ditentukan dengan melakukan pengumpulan jumlah populasi untuk masing-masing
poli terhadap resep yang masuk ke Instalasi Farmasi selama bulan Juli 2007, seperti

terlthat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Resep Rawat Jalan Yang Diterima Instalasi Farmast
Dari Poli Bulan Juli 2007
No. POLI KUMJUNGAN PASIEN RALAL JUMLAH LEMBAR RS %

Divtum ASKES 1PS PERUSAHA- TOTAL YANG DITERIMA Y

AN INSTALASI FARMAS)
1 (KEDIDANAN 93 37 % 10 28 181 63%
2 IaNAX 227 b7 151 2_65 711 647 1%
3. |PEHYAXIT DALAM 123 E5 1856 126 521 449 85%

4. [THY - - - - - -
5. |XULFF DAN KELAMIN 35 17 7 5 o9 x Fa4%
6. |SYARAF 32 52 101 49 pe ] 225 ST%
7. JUMUM S06 175 225 10 1476 1.253 BE%
| 8 lgi6l 139 4 2 ] PES) | A%
S, |[ORTHOPEDI B6 29 53 rE] 241 181 Fot g
10. |BEDAH 89 pir 119 75 M E 60%
11 [maTA 121 34 68 70 28 20 B1%
TOTAL 1851 521 4R 103 4358 354 81%

Jumiah sampel! dihitung menggunakan Estimasi Proporsi yang telah disederhanakan

(Lemeshow, ef al,1990) :

n= ZX(1-0/2)P (1-P)N
d*(N-1) + Z2(1-0/2)P(1-P)N

Dengan asumsi bahwa n relatif keci! dibandingkan dengan N, sehingga (N-n)/(N-1)
mendekati 1, maka rumus diatas menjadi :
n= ZX1-&/2)P(1-P)
d2
dimana :

n = jumlah sampel
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Z = derajat kemaknaan 95 % dengan nilai 1,96

P = proporst pada populasi

d

presisi, nilai yang dipakai 0,05

Dengan menggunakan data diatas maka dapat dilakukan penghitungan besar sampel
vang akan diperlukan dalam penelittan ini sesual dengan peresepan obat generik,
tertinggi (p = 0,97) dan terendah (p = 0,44) dengan menggunakan presisi 5 %, maka
diperoleh

(1) Padap=0,97
n = 196097 (1-0.97)
0,05%
= 44,72

(2) Padap=0,44
n = 1.96%.0,44 (1-0.44)
0,05
= 378,63

Untuk menghasilkan jumlah sampel yang representatif maka diperlukan sampel
minimal 379 lembar resep, dengan distribusi sampel dilakukan pada poli/ bagian

menurut proporsi resep pasien (proportional allocation) rawat jalan, sebagai berikut :

No. POLI JUMLAH RESEP

1. Penyakit Dalam = (449/3.544) x 379 = 48 lembar

2. Anak = (647/3.544)x 379 = 69,1 atau
69 lembar

3. Umum = (1.263/3.544)x 379 = 135,07 atau
135 lembar

4, Syaraf = (226/3.544)x379 = 24,17 atan
24 lembar
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5, | Bedah = (182/3.544)x 379 = 19,46 atau
20 lembar

6. Kulit dan Kelamin = (70/3.544)x 379 = 749 atan
& lembar

7. | Kebidanan = (181/3.544)x 379 = 19,36 atau
19 lembar

8. | Mata = (242/3.544)x 379 = 2588 atan
26 lembar

9, Gigi = 103/3.544)x 379 = 11,01 atau
11 lembar

10, | Orthopedi = (181/3.544)x 379 = 19,36 atau
19 lembar

¢ Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel untuk penelitian deskriptif analitik dilakukan dengan Metode

Acak Sederhana (Ariawan, 1998) terhadap resep pasien untuk setiap bagian (poli)

selama kurun waktu bulan Juli 2007. Hakikat dari pengambilan sampel secara acak

sederhana adalah bahwa setiap anggota atav unit dari populasi mempunyai kesempatan

vang sama untuk diseleksi sebagai sampel. Pengambilan sampel resep sesuai dengan

penghitungan proporsi sampel resep dialas, kemudian dibagi empat sesuai dengan

jumlah minggu dalam bulan Juli untuk kemudian diambil sampel setiap minggu.

Pengambilan sampel resep akan dihentikan setelah terpenuhi jumlah yang ditetapkan:

No. POLI JUMLAH RESEP
1. Penyakit Dalam 48
2, Anak 69
3. Umum 135
4. Syaraf 24
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5. Bedah 20
6. Kulit dan Kelamin 8

7. Kebidanan 19
8. Mata 26
9. Gigi 11
10. Orthopedi 19

45  Validasi Data

Untuk mendapatkan data yang valid, maka dilakukan triangulasi sumber dan
triangulasi metode. Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah direktur rumah
sakit, kepala dinas kesehatan, dokter, kabid yanmed rumah sakit, komite farmasi dan
terapi dan kepala instalasi farmasi. Triangulasi metode disamping wawancara

mendalam juga dilakukan telaah dokumen dan observasi.

4.6  Pengolahan dan Analisis Data
4.6.1 Pengolahan Data
a. Data Kualitatif
Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berkut :
* Membuat transkrip rekaman hasil wawancara mendalam segera setelah
wawancara selesai.
¢ Memilih data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.
» Mengelompokkan transkrip data ke dalam kelompok variabel yang diteliti.

¢ Kategorisasi pada data yang mempunyat karakteristik yang sama.
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o Melakukan reduksi data dengan cara membuat rangkuman inti dan menjaga
agar pemnyataan vang perlu tetap ada di dalamnya dan disajikan dalam
bentuk matriks.

¢ Menginterpretasikan data sesuai dengan variabel yang diteliti,

b. Data Kuantitatif
Pengukuran dan pengamatan variabel penelitian deskriptif analitik dilakukan

terhadap sampel berupa resep pasien dan catatan medis pasien di RSU Cilegon.

4.6.2 Analisis Data
2. Data Kualitatif

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis informasi dalam penelitian ini
menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dianalisis sesuai dengan topik/
masalah. Setiap wawancara mendala}n dibagi menjadi berbagai kelompok/ topik,
kemudian membandingkan hasil penelitiﬁn dengan teori, hasil penelitian terdahulu
serta kebijakan yang ada. Selanjutnya dari analisis data yang diperoleh dicoba

membuat suatu kesimpulan hasil penelitian.

b. Data Kuantitatif
Analisis data dilakukan terhadap resep sampel! pasien dengan menggunakan analisis
deskriptif analitik sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan distribusi peresepan

obat generik pada poli (bagian) yang ada di RSU Cilegon
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam
dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik terhadap 379 lembar
resep pasien rawat jalan. Secara berturut-turut penyajian hasil penelitian dipaparkan
datam tahap pelaksanaan penelitian, kemudian hasil penelitian terhadap 379 lembar

resep, hasil wawancara mendalam dan pembahasan.

5.1 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian in1 diawali dengan peneliti menghadap Direktur RSU Cilegon
memohon izin untuk dapat melakukan penulisan tesis di Instalasi Farmasi RSU
Cilegon serta pengambilan data dan wawancara mendalam untuk penelitian tesis
tersebut. Peneliti juga menyampaikan surat permohonan izin pengambilan data dan
wawancara secara resmi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
kepada Direktur RSU Cilegon. Berdasarkan surat tersebut peneliti mulai mengambil
data di Instalasi Farmasi.

Seluruh proses penelitian ini dilakukan selama 2 bulan (Februan — Maret
2008). Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari 2008 dengan melakukan
pengambilan data sekunder di Instalasi Farmasi RSU Cilegon. Selanjutnya dilakukan
wawancara mendalam dengan informan yang dilaksanakan pada tanggal 3 - 14 Maret
2008. Wawancara ini dilakukan dengan menyesuaikan keberadaan masing-masing

informan.

57
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52 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang penulis alamni.
Karena latar belakang pekerjaan penulis ada keterkaitan dengan RSU maka pada
proses wawancara, para informan yang bekerja di RSU merasa ragu-ragu dan kurang
bersikap terbuka dalam memberikan informasi, sehingga ada kemungkinan informasi
yang diperoleh menjadi bias dan kurang valid. Untuk mengatasi ini peneliti berusaha
semaksimal mungkin melakukan wawancara dengan menjelaskan dan meyakinkan
informan bahwa wawancara ini semata-mata dilakukan untuk mendapatkan informasi
téntang gambaran pelaksanaan penulisan resep obat genenk dan tidak ada kaitannya
dengan kedinasan. Peneliti tidak memakal pewawancara yang lain karena sesuai

dengan ketentuan penelitian kualitatif bahwa peneliti sendiri merupakan instrumen.

5.3 Proses Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode gabungan kualitatif dan
kuantitatif yang sifatnya deskriptif analitik, sehingga penelitian ini hanva terbatas pada
gsambaran implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi impementasi kebijakan
penulisan resep dan/ atau menggunakan obat generik di RSU Kota Cilegon tahun
2007.

Untuk mendapatkan data yang valid, maka dilakukan triangulasi sumber dan
triangulasi metode. Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah direktur rumah
sakit, kepala dinas kesehatan, dokter, kabid yanmed rumah sakit, PFT dan kepala
instalasi farmasi. Trtangulasi metode disamping wawancara mendalam juga dilakukan

telaah dokumen
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54  Hasil dan Pembahasan Kuantitatif

Dokter mempunyai peran paling dominan di rumah sakit, sehingga dokter
cenderung otonom dan otokratik. Pasien tidak banyék haknya dan menurut saja apa
yang diputuskan dokter, meskipun di dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun
1992 disebutkan bahwa tenaga kesehatan termasuk dokter berkewajiban mematuhi
standar profesi dan menghormati hak pasien. Dalam melakukan tugasnya, dokter
terkadang tidak terlalu memperhatikan dampak ekonomi dari keputusan klinis yang
diambilnya (Fauzi,2003).

Implementasi kebijakan penulisan resep obat generik dapat dilihat dari
kesesuaian antara resep yang ditulis oleh dokter dengan ketentuan yang terdapat dalam
Permenkes RI No. 085/Menkes/Per/1/1989. Hasil studi dokumentasi di bawah ini
menunjukkan bahwa penulisan resep dan penggunaan obat generik di RSU Cilegon
belum sesual dengan yang ditentukan dalam Permenkes RI  No.
085/Menkes/Per/I/1989. Di bawsh ini merupakan hasil penelusuran dokumen terhadap
resep yang masuk ke Instalasi Farmasi RSU Cilegon :

Tabel 5.1

Perbandingan Jumiah Resep Yang Diterima Instalasi Farmasi
Dengan Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2007

JUMLAH RESEP YANG DITERIMA
No. BULAN KUNJUNGAN FASIEN INSTALASI FARMAS)
RAJAL R/ GENERIX R/ PATEN TOTAL

1. [JANUARI 3.530 7.090 6.543 14.033
2. |FEBRUARI 3.469 5.713 6,660 12.3713
3. |MARET 3.608 8.023 7.568 15.591
4, |APRIL 3.558 2820 7.719 16.539
5 |MEl 3.842 7.529 7.638 15.167
6. [JUNI 3.273 6.410 1.334 7.744
7. JuLl 4.398 5.957 8.168 14.125
8. JAGUSTUS 3.766 5.718 4,392 10.110
8, |SEPTEMEER 3.187 7.226 4,950 12.176
i0. |OKTOBER 3,134 5.424 6.980 12.304
11, NOVEMBER ' 3.885 6.454 6.875 13.329
12. [DESEMBER 3.745 5.841 7.250 13.091

TOTAL 43.399 80.205 76.477 156.682
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Dari hasil penelitian didapatkan prosentase resep yang menulis obat generik
terhadap total resep yang masuk ke instalasi farrnasi RSUD Cilegon adalah 52,30 %,
dimana Poli Gigi memperlihatkan proporsi penulisan resep obat dengan nama generik
tertinggi ( 73,08 %) dan Poli Mata adalah poli dengan proporsi penulisan resep obat
dengan nama generik terendah (0 %). Hasil penelitian ini diperoleh dari sampe! yang
terkumpul sebanyak 379 lembar resep pasien rawat jalan, yaitu sejumlah 1.130 resep
yang terdiri dari resep obat generik sebanyak 591 (52,30 %), resep obat paten sebanyak
539 (47,70 %). Hal tersebut disamping karena kepatuhan dan dokter di Pol Gigi untuk
menuliskan resep obat generik, faktor terbatasnya jenis obat yang diresepkan dan
kemudian ketersediaan obat generik dari jenis obat yang diresepkan, memungkinkan
proporsi penulisan resep obat generik di Poli Gigi menjadi tinggi. Untuk Poli Mata,
masih terbatasnya jenis obat generik untuk mata, kemungkinan hal ini yang

menyebabkan proporsi penulisan resep obat generik di Poli Mata sangat rendah.

Tabel 5.3
Distribusi Penulisan Resep Obat Generik Dan Obat Paten
Setiap Poli RSU Cilegon Bulan Juli Tahun 2007

No. POLS BAGIAN SAMPEL R/ GENERIK R/ PATEN TOTAL R/

n) Imi % Imi % Iml %

Lembar Resep
1. KEBIDANAN i3 29 72,5 i 27,5 40 100%
2. ANAK &9 108 47,58 115 52,42 227 100%
3. PENYAKIT DALAM 48 a3 60,87 63 39,13 161 100%
4, THT - - - - - - -
5. KULIT DAN KELAMIN 8 9 40,591 13 59,09 22 100%
6. SYARAF 24 27 35,53 49 64,47 76 100%
7. usMum 135 236 55,14 192 44,86 428 10054
8. GiG! 11 19 73,08 7 26,92 26 100%
9. ORTHOPEDI 19 40 61,54 25 38,46 65 100%
10. |BEDAH 20 25 53,19 22 46,81 47 10006
11. |MATA 26 - - 38 100 38 100%
TOTAL 379 591 52,3 539 47,7 1130 100%
I
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Rendahnya pemanfaatan obat generik di RSU Cilegon menunjukkan bahwa
eksistensi rumah sakit telah mengarah pada orientasi profit. Meskipun Direktur RSU
Cilegon telah mengeluarkan himbauan berupa Surat Edaran untuk mengutamakan
peresepan obat generik, kenyataannya hal tersebut hanya formalitas saja.

Menurut Siswati (2001), dokter yang bekerja di rumah sakit pemenntah lebih
menyatakan sikapnya yang setuju terhadap program pemerintah mengenai obat generik
karena menyangkut masalah dedikasi, tetapi sikap yang demikian ternyata tidak
menjamin dokter akan menuliskan resep obat dengan nama generik.

Salah satu dampak finansial yang sering terjadi dan bahkan selalu terjadi adalah
pemberian atau peresepan obat dengan nama dagang, padahal sebenarnya tersedia obat
generik yang lebih murah dan efekiif. Dampak tersebut akan semakin membebani
pasien serta akan mengurangi akses terhadap pelayanan kesehatan. Pasien mempunyai
hak untuk mengetahui harga dan jenis obat (genentk atau bukan). Konsumen berhak
untuk memastikan mendapat obat generik saat berobat, mengingat tidak adanya daya
beli.

Masalah penggunaan obat tidak semata-mata berkaitan dengan kekurangan
informasi dan pengetahuan dokter maupun pasien, tetapi juga berkaitan dengan
kebiasaan yang sudah mendalam dan perilaku pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Pola hubungan antara dokter dengan pabrnk farmasi yang cenderung
mengabaikan kepentingan masyarakat merupakan penyebab obat dengan nama dagang
cenderung dipromosikan secara berlebihan sehingga berdampak pada harga yang jauh
lebih tinggi dani pada obat generiknya.

Distribusi peresepan obat generik dan obat paten dipengaruhi juga oleh

karakteristik pembayar resep obat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Bulan Juli Tahun 2007
Karakteristik Sampe Peresepan Obat
Pembayar Lembar Resep R/ Generlk R/ Paten Tamal
{n) Jnl % Imi % Il %
1 2 3 4 5 1] 7 8
Status Pembayar :
Bayar Sendir 126 114 33,63 225 66,37 339 100
Perusahaan a 104 38,81 164 61,19 268 100
Askes 70 130 #4,68 71 35,32 201 100
IPS a0 241 81,14 56 18,86 297 100

Pada penelitian ini terlihat bahwa pasien JPS merupakan kelompok pasien yang

menerima resep obat generik paling tinggi (81,14 %) karena di dalam aturan yang ada,

pelayanan obat khusus untuk pasien JP$ hanya obat generik. Sedangkan untuk pasien

umum menerima resep obat generik paling rendah (33,63 %), hal ini disebabkan

karena pasien mempunyai hak untuk memilih apakah menggunakan obat generik atau

obat dengan nama dagang Kelompok pasien yang menerima obat geneiik terbanyak

setelah pasien JPS adalah pasien yang status pembayarannya Askes (64,68 %),

sedangkan pasien dengan status pembayarannya dibayar oleh Perusahaan sebesa

38,81 %. Untuk pasien Askes, sudah mempunyai buku pedoman obat sendiri yang

terdini dari obat generik dan obat dengan nama dagang,

55  Hasil dan Pembahasan Kualitatif

§.5.1 Hasil dan Pembahasan Pada Input

a. Pengetahuan

Sumber pengetahuan ada 2 yaitu secara rasional dimana pengetahuan diperoleh

manusia melalui kemampuan berpikir rasionalnya, dan secara empiris dimana
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pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman kongkrit yang dapat berasal dari
media massa, mengikut seminar maupun penyuluhan-penyuluhan baik secara formal
atau informal (Sulasumantri, 1988).

Untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan penulisan resep obat generik sangat
diperlukan kemampuan dan pengetahvan yang memadai dari berbagai pihak yang
terkait di dalam penulisan resep. Dan hasil wawancara dengan beberapa mforman,
pengetahuan informan tentang program penulisan resep obat generik dan kebijakan
yang mendukungnya sudah baik, seluruh informan menjawab dengan benar pertanyaan
tentang pengetahuan penulisan resep obat generik maupun kebijakan yang
mendukungnya, seperti pemyataan informan berikut ini:

“..dengan penggunaan obal generik, pasien akan diringankan karena tidak

terbebani dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan
pembuat obat.” (1)

“Saya tetap percaya bahwa obat generik yang sudah CPOB, yakin bahwa itu
sudah sesuai standar obat.” (2)

“Obat generik mengurangi bebuan biaya pengobatan... ” (6.1)

“Obat generik relatif murah dengan khasiat yang sama dengan obat dengan
nama dagang. " (6.2)

“Isi obat generik sama dengan obat dengan nama dagang, yang berbeda
harganya.” (6.3)

“Semua fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah diwajibkan untuk
menggunakan obat generik. Itu tertuang dalam Permenkes, jadi merupakan
kewajiban kita untuk melaksanakannya.” (6.1)

“..memang ada kebijakan berbentuk Permenkes mengenai instruksi untuk
menggunakan obat generik.” (6.3}
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“Jadi memang pelayanan kesehatan pemerintah harusnya mengutamakan

penggunaan obat generik... " (2)

Meskipun pengetahuan informan tentang program penulisan resep obat generik
secara umum sudah baik, namun hal ini tidak menjamin mereka untuk menulis resep
obat generik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang pemah dilakukan oleh Yantin
(2001) dan Tjerita (2000) vang menyatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan
dengan kepatuhan petugas.

Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada beberapa informan
tentang pengetahuan penggunaan atau penulisan obat generik, semua informan
memiliki pengetahuan mengenai obat generik dan pemahaman mengenai kebijakan
penulisan resep obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Namun
pengetahvan dan pemahaman belum cukup untuk merubah perilaku dokter untuk
menuliskan resep obat generik. Seperti yang dinyatakan oleh Green dan Kreuter (2005)
bahwa pengetahuan merupakan faktor yang penting namun peningkatan pengetahuan
tidak selalu menyebabkan perubshan perilaku, sehingga peningkatan pengetahuan
doktcr dari dokter ﬁmum menjadi dokter spesialis bukanlah berarti akan mengubah
perilaku penulisan resep obat generik.

Dalam pasal 4 Permenkes RI No. 085/MENKES/PER/1/1989, discbutkan
bahwa dokter yang bertugas di rumah sakit diharuskan menuliskan resep obat esensial
dengan nama generik bagi semua pasien. Dengan adanya keharusan ini, maka
diharapkan dokter memiliki pengetahuan yang luas mengenai obat generik, tetapi
karena obat generik kurang dipromosikan ofeh produsennya, informasi-informasi
mengenai obat generik dalam bentuk brosur atau buku petunjuk seringkali tidak

sampal atau kurang mendapat perhatian dari dokier, dan kebiasaan menulis resep obat

dengan nama dagang karena lebih mudah mengingat nama dagang juga menjadi
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penyebab banyak dokter tidak mengenal dengan baik obat generik. Hal-hal ini yang
mempengaruhi dokter dalam menuliskan resep obat generik, seperti yang dinyatakan
oleh informan berikut ini :

“..promosi obat generik ity sangat mendukung. Obat generik juga harus

dilakukan promosi. Yang terjadi saat ini adalah obat generik harganya sudah
minim tapi tidak dilakukan promosi... " (2)

“..perlu ditingkatkan data ilmiah obat generik dalam bentuk brosur atau
selebaran..” (6.1)

“Perusahaan farmasi sangat jarang mempromosikan obat generik kepada

dokier, baik dalam bentuk lunjungan detailman maupun brosur-brosur.” (4}
b. Sikap

Kondis! lingkungan dan situasi di suatu saat dan di suatu tempat berpengaruh
terhadap pernyataan sikap, seorang dokter yang bekerja di rumah sakit pemenntah
lebih menyatakan sikapnya yang setuju terhadap program pemerintah mengenai obat
generik karena menyangkut masalah dedikasi. Tetapi sikap yang demikian fernyata
tidak menjamin dokter akan menuliskan resep obat generik (Siswati,2001).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan,
didapatkan informasi bahwa seluruh informan mendukung kebijakan penulisan resep
obat generik di rumah sakit pemerintah, Menurut informan penulisan resep obat
generik harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, seperti
yang dinyatakan berikut ini:

“..sebagai dokter di rumah sakit pemerintah, kita wajib mendukungnya...”
(6.1)
“... tidak ada masalah, wajib mendukung... " {6.2)

“...mendukung, terutama untuk pasien-pasien yang tidak mampu... " (6.3}
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“...mendukung sekali karena bekerja di rumah sakit pemerintah. Program ini
akan mengurangi beban biaya pengobatan...” (6.4)

“..pelayanan kesehatan pemerintah harusnya mengulamakan penggunaan
obat generik, baik itu di puskesmas maupun di RSU. Selama ini kalau di
puskesmas saya kira tidak ada permasalahan karena hampir 90 % obat di
puskesmas adalah obat generik. Di RSU nampaknya belum 100 %
menggunakan obat generik, mungkin masih di bawah 80 % Harapan saya
setidak-tidaknya 85 % di RSU, dan it harus ditingkatkan. Ini harusnya
dimengerti oleh kalangan dokter bahwa penggunaan obat generik di RSU
memang harus dikedepankan, karena kalau dipaksakan dengan obat paten, itu
kan harganya sangat berbeda jauh sekali. Pasien yang datang ke RSU adalah
dari kalangan menengah ke bawah” (2)

“..sangat mendukung, karena RSU Cilegon adalah fasilitas pelayanan
kesehatan milik pemerintah yang harus mendukung penggunaan obat
generik.. " (4)

Semua informan menyatakan mempunyai sikap positif terhadap penulisan resep
atau pemakaian obat generik. Menurut informan penulisan resep obat generik harus
dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Namun kenyataannya
prosentase penulisan resep obat generik di RSU Cilegon masih 52,30 %.

Informan juga mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan ini.
Semua informan mengatakan hal yang sama mengenai dampak positif kebijakan ini,
seperti pernyataan informan berikut ini:

“Mengurangi beban biaya pengobatan” (6.4)

“Dampak langsung terhadap pasien yang menerima beban yang lebih berat,
puadahal sebetulnya dengan penggunaan obat generik dapat mengurangi beban
pengeluarannya...” (1)

“Dari aspek biaya, kalau menggunakan obat generik dan obat non generik
sangat berbeda jauh” (6.1)

“Obat generik relatif murah” (6.2)

“Meringankan beban biaya pasien” (6.3)
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Sedangkan dampak negatif kebijakan im seperti yang dinyatakan oleh informan
berikut;
“...belum lengkapnya obat generik membuat pelaksanaan program ini tidak

berjalan dengan baik.” (6.4)

“Perlu ditingkatkan data ilmich mengenai bioawailabilitas obat generik
sehingga mendukung program penggunaan obat generik, yang membuat
keyakinan kita semakin meningkat” (6.1)

.. banyak obat yang belum ada generiknya...” (6.2)

‘(‘6 é;;ka obat tidak tersedia di pasaran sementara obat tersebut dibutuhkan... ”

Kondisi ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sarwono (1993) bzhwa
sikap tidak sama dengan perilaku dan pernlaku tidak selalu mencerminkan sikap
seseorang, sebab seringkali terjadi seseorang bertindak bertentangan dengan sikapnya
Sikap dapat berubah dengan tambahan informasi suatu obyek, melalui persuasi,
panutan dari seseorang atau tekanan dan kelompok sosial. Perubahan sikap dokter ini
dapat disecbabkan adanya tambahan informasi mengeaai obat dengan nama dagang
yang begitu gencar melalui detailman, jurnal, eksibisi obat, sampel obat, dan yang
tidak kalah penting adalah adanya intervensi perusahaan-perusahaan obat melalui
berbagai imbalan dan sponsor.

Hal yang sama dengan Sarwono dikemukakan oleh Robbins (2006), bahwa
sikap tidak terkait dengan perilaku, atanw kemungkinan terbaiknya, hanya sedikit
berhubungan.

Dukungan terhadap Permenkes RI No. 085/MENKES/PER/I/1989 harus
sungguh-sungguh dilaksanakan oleh nunah sakit, terutama dari dokter-dokter yang

secara langsung bertanggung jawab terhadap penggunaan obat. Sikap dokter yang
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mendukung kebijakan ini diperlukan karena sebagian besar pasien yang datang ke
RSU adalah golongan menengah ke bawah, disamping itu penggunaan obat generik
juga dapat mengurangi beban biaya kesehatan yang dikeluarkan pemerintah dalam

mensubsidi pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.

c. Moftivasi

Agar suatu organisasi dapat berjalan sesuai tujuannya maka perlu adanya
motivasi bagi para anggotanya. Memotivasi penting karena dapat meningkatkan
semangat keja yang nantinya akan meningkatkan produktivitas. Pada proses
implementasi  kebijakan penulisan resep obat generik, motivasi untuk
melaksanakannya cukup baik karena adanya keinginan untuk menuliskan resep obat
generik seperti pernyataan informan bernikut:

“Sangat mendulung sekali karena bekerja di RS Pemerintah, jadi kita harus

mengutamakan pelayanan. Program ini akan wmengurangi beban biaya

pasien.” (6.4)

“Sangat mendulung karena ini program pemerintah.” (6.1)

“Mendukung, terutamn untuk pasien-pasien yang tidak mampu.” (6.3)

Motivasi informan terhadap penulisan resep atau pemakaian obat generik
secara umum adalah baik. Yang memotivasi informan untuk mendukung pemakaian
obat generik di RSU Cilegon adalah adanya Permenkes RI No. 085/Menkes/Per/1/1989
dan Surat Edaran Direktur RSU Cilegon. Informan menyampaikan tentu ada kemauan
untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Pimpinan selalu memberikan dorongan dan
semangat kepada stafnya untuk bekerja dengan cara pengarahaﬁ, memenuhi kebutuhan
obat generik, dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Ini sesuai dengan teon

yang disampaikan oleh Robbins (1996) bahwa motivasi adalah kesediaan untuk
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meningkatkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan
oleh kemampuan upaya memenuhi kebutuhan individu.

Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan individu yang
terarah untuk mencapai tujuan organisasi, dimana motivasi muncul dari dua dorongan
yaitu dari dalam diri sendiri dan dari luar. Jadi ada hubungan positif antara motivasi
dan pencapaian prestasi kerja (Mangkunegara 2003). Motivasi tidak akan ada bila rasa
kebersamaan dan rasa memiliki antar anggota tim belum ada. Menurut Azwar (1996)
motivasi akan tumbuh bila terjadi keselarasan antara tujuan organisasi dan tujuan dari
anggota dalam tim, atau dapat juga dengan pemberian rangsangan positif (reward)
ataupun hukuman (punishment). Dengan ini pekerjaan akan begalan lancar, dan akan
mendatangkan hasil sebagaimana diharapkan. Melalui wawancara mendalam diperoleh
informasi bahwa RSU Cilegon belum melaksanakan pemberian rangsangan positif
maupun hukuman,

Motivasi merupakan salah satu komponen yang harus diperimbangkan dalam
upaya peningkatan mutu pelayanan. Setiap petugas harus memiliki motivast yang kuat
dalam menjalankan tugasnya Motivasi ini dapat ditingkatkan dengan memberikan
reward atas kinerja yang baik, memberikan rasa nyaman bekerja dan bangga terhadap
institusi tempat bekerja, serta membernkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap
pekerjaannya. Menurut Timpe (1991), untuk dapat termotivasi dan menjadi produktif,
maka seseorang harus merasa memiliki minat yang besar dalam pekerjaan serta
mendapatkan kepuasan dari pekerjaan tersebut.

Motivasi yang ada dalam diri dapat berkurang atau bahkan menjadi hilang
sama sekali. Untuk sebagian orang sulit untuk memotivasi diri sendiri, oleh sebab itu
butuh dorongan dari luar, seperti dari atasan atan rekan kerja seperli pemnyataan

informan berikut;
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“Motivasi dari atasan sudah culup, tinggal pengendaliannya saja.” (6.4)

“..dengan arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk berdasarkan Permenkes.”
(6.1)

" ..dalam bentuk Surat Edaran beseria copy Permenkes.” (6.2)

“Selain berbentuk Surat Edaran Direktur RSU Cilegon, juga berupa anjuran
untuk menggunaian obat generik dan di rapat-rapat disinggung masclah
tersebut.” (6.3)

Bentuk motivasi yang diberikan oleh atasan tidak mengarah pada peningkatan
minat anggota ataupun pada pembenan sanksi, karena hanya berupa himbauan yang
tidak akan membangkitkan rasa memiliki anggota tim dalam rangka pencapaian fujuan
bersama, oleh karena itu diperlukan motivasi dari dalam dir sendiri seperti pemyataan
informan benkut ini:

“Yang harus dfpahami‘;zda!ah yang datang ke sarana kesehatan pemerintah

tidak semuanya mampu secara finansial ” (6.2)

“Pada pertemuan rutin dokter UGD, biasanya dihimbau untuk menggunakan

obat generik terutama untuk pasien JPS.” (6.4)

Pemberian motivasi memang diperlukan untuk meningkatkan minat kerja
anggota dalam tim, sehingga seseorang yang merasa dihargai dan dibutuhkan akan
mendorong dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Sesvai dengan pendapat
Simanjuntak (2005), yang mengatakan bahwa memotivasi bawahan berarti membuat
mereka merasa diperlukan dalam organisasi, bawahan mengetahui dengan jelas tujuan
dan apa yang diharapkan organisasi serta diperlakukan secara adil baik dalam
pemberian imbalan ataupun penghargaan.

Bentuk dorongan motivasi (motivator) dapat berupa hadiah (reward) ataupun

sanksi (punishment), seperii pemberian honor atau insentif bagi anggota tim. Dengan
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adanya honor/ insentif diharapkan dapat menumbuhkan minat, hal tersebut berbeda
dengan pernyataan informan berikut:
“Selama ini belum ada pemberian sanksi yang berkaitan dengan penulisan

resep obat generik.” (6.4)

“.saya belum pernah menerima penghargaan maupun sanksi yang
berhubungan dengan program obat generik.” (6.1)

“Apapun resep yang kita tulis, kita tetap menerima insentif dari rumah sakit.”

(6.2)

Berdasarkan hastl penulusuran resep, temyata motivasi dokter tidak
berhubungan dengan kepatuhan dokter dalam penulisan dan atau pemakaian obat
generik, Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Osnita (2000), Dja’afara (2000), Elasari
(2001} dan Noor (2004) bahwa kepatuhan petugas kepada standar tidak berhubungan

secara bermakna dengan motivasi petugas.

d. Dana
Pendanaan merupakan salah satu faktor penentu berjalannya suatu kebijakan,
Menjadi sangat tidak mungkin pelaksanaan kebijakan tanpa dukungan dana Besa.nya
dana operasional atau pembiayaan dari suatu organisasi sangat mempengaruhi
organisasi tersebut dalam mencapai tujnannya. Menurut informan karena RSU Cilegon
sudah dalam bentuk BLU, sehingpa dana operasional pengadaan obat-obatan
sepenuhnya swakelola dan dirasakan sudah mencukupi kebutuhan, seperti pemyataan
informan berikut :
“..untuk pengadaan obat-obatan sepenuhnya dari sumber dana yang kita

peroleh dari pendapatan rumah sakit yang kemudian kita putar lagi.” (i)

“... untuk pembelanjaan obat dananya bersifat swakelola, yang dikelola sendiri
oleh rumah sakit..” (5)
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“Instalasi farmasi mengajukan anggaran pengadaan obat ke bidang
Perencanaan setiap tahunnya, bila ada kekurangan anggaran maka instalasi
Jarmasi akan mengajukan Perubahan Anggaran.” (3)

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Azwar (1996) bahwa syarat
utama dari dana atau pembiayaan upaya kesehatan adalah jumlahnya harus tersedia
dengan cukup sehingga dapat membiayai seluruh penyelenggaraan semua upaya
kesehatan yang dibutuhkan,

Jumlah dana untuk pengadaan obat tahun 2007 adalah Rp. 6.138.295.453,-,
Dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, semua informan mengatakan
bahwa dana pengadaan obat sudah cukup seperti pernyataan informan berikut ini

“Saya kira cukup, karena dana yang disediakan sesuai dengan pendapatan

RSU Cilegon. Perencanaan di awal tahun hanya sebagai pedoman, tapi kalau
di tengah jalan terjadi kekurangan ada Perubahan Anggaran... ” (1)

“Cukup, karena ada Perubahan Anggaran. Jika di tengah jalan ternyata ada

kekurangan dana maka dapat mengajukan Perubahan Anggaran.” (5)

Deng@ tercukupinya dana operasional pengadaan obat di RSU Cilegon, tidak
akan mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi
sehingga tujuan organisasi mudah dicapar. Hal senada disampaikan oleh Siagian
(1989) bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan juga tergantung
pada tersedia tidaknya anggaran yang memadai atau sesuai dengan kebutuhan,

Dana pengadaan obat sebenarnya sudah cukup, tetapi sering pasien tidak
terlayani memperoleh obat generik yang disebabkan karena tidak tersedia di instalasi
farmasi. Untuk mengantisipasi adanya kekosongan obat generik di instalasi farmasi,
maka dilakukan penggantian dengan obat nama dagang dengan harga yang setara
dengan obat generik seperti pemyataan informan berikut ini :

“...mencartkan obat yang meskipun bukan generik dalam arti kata obat itu
nama dagang tapi harganya setara dengan generik.” (5
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“Menggunakan obat nama dagang dengan harga yang setara dengan obat

generik.” (3)
e Metode

Hasil penelusuran dokumen terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur
RSU Cilegon menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan atau kebijakan
vang dikeluarkan yang terkait langsung dengan dukungan terhadap penggunaan obat
generik, Padahal peran direktur sangat penting dalam mendorong pelaksanaan
ketentuan-ketentuan yang ada seperti pembinaan pengawasan, sanksi, evaluasi dan
tindak lanjut. Pasar 17 Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI No.
0428/Yanmed/RSKS/SK/1989 menyatakan bahwa Direktur Rumah Sakit diberikan
wewenang untuk mengatur pelaksanaan teknis lebih lanjut. Peran direktur dalam
melaksanakan kebijakan ini menjadi faktor yang sangat penting dan memiliki peran
vang paling besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan berikut ini :

“Tidak ada SK dan peraturan lainnya, yang ada surat edaran dari Direktur

RSU Cilegon kepada pelaksana (dokter dan instalasi jarmasi). Karena sudah

ada perawran dari Menteri Kesehatan tentang obat generik, jadi kita hanya
tinggal menjalankannya” (1)

“Kawau SK, juklak dan juknis tidak ada, tapi surat edaran dari Direktur ada.”

(3)

Dari pengamatan peneliti terlihat adanya hal-hal yang mempengaruhi dokter di
dalam penulisan resep obat generik yaitu belum adanya komitmen yang kuat dari
Direktur, tidak adanya penghargaan dan sanksi, kurangnya pembinaan dan
pengawasan, dan masih adanya keraguan dokter terhadap efektifitas obat generk,
seperti pemyataan informan berikut :

“Dengan SK Direktur saya kira dapat diberlakukan bahwa dokter hanya boleh

menulis resep obat generik. Bila obat generik tidak ada, biar itu nanti

kesepakatan ahli farmasi yang mengganti. Ahli farmasi mempunyai list obat
dari yang termurah sampai yang termahal... " (2)

Evaluasi implementasi..., Evelyn Yolanda Panggabean, FKM Ul, 2008



74

“.. perlu ditingkatkan data ilmiah obat generik sehingga mendukung
penggunaan obat generik, yang membuat keyakinan kita semakin meningkat.”

(6.1)

“Selama ini belum ada upaya untuk mengendalikan penulisan resep obat

generik, kami baru sampai menyusun formularium. Mungkin ke depannya akan

kami lakukan upaya pengendaliaan penulisan resep obat generik.” (4)

Dari penelusuran dokumen didapatkan bahwa RSU Cilegon telah memiliki
Standar Terapi, dan obat-obat generik yang tertera di standar terapi sama dengan obat
yang tertera di formulanum. Standar Terapi selain memuat informasi penyakit juga
informasi tentang obatnya meliput kekuatan, dosis dan lama pengobatan
(Depkes,2002). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan

No.1375. A/Menkes/SK/X1/2002 tentang DOEN disebutkan bahwa standar terapi

merupakan salah satu komponen dalam penerapan obat esensial atau generik.

f. Masa Kerja

Masa kerja merupakan waktu yang dijalant seseorang dalam melaksanakan
pekegaannya Semakin lama seorang melakukan pekerjaan akan semakin terampil dan
semakin menguasai pekerjaan itu dan bahkan dia akan tahu kekurangan dan cara
mengatasi kekurangan yang ada. Menurut Anderson (1973), seseorang yang sudah
lama bekerja mempunyai wawasan yang lebih luas dan pengalaman lebih banyak.

Masa kerja akan berpengaruh terhadap perilakn petugas. Dokter yang lebih
lama bekerja lebih terekspos dengan adanya peraturan-peraturan atau informasi-
informasi yang didapat di rumah sakit, dan lebih berpengalaman dalam menghadapi
pasien dengan kondisi-kondisi tertentu, tetapi hal ini ternyata tidak menjamin dokter
akan menuliskan resep obat dengan nama generik. Kenyataan ini sesuai dengan yang

pemyataan Siagian (1989) bahwa tidak mustahil orang yang sudah lama bekerja dalam
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organisasi tidak meningkat atau bahkan menurun produktifitas kerjanya. Seperti
pernyataan informan berikut ini :

“Tidak ada hubungan antara masa kerja dengan penulisan resep obat generik,
itu akhirnya kembali ke hati nurani.” (3)

g.  Ketersediaan Obat Generik

Dalam rangka memberikan jaminan dalam ketersediaan obat dan perbekalan
kesehatan maka perlu adanya upaya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan
kesehatan sesuvai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat
(Depkes,2006). Dalam standar pelayanan minimal kesehatan dijelaskan bahwa
ketersediaan obat sesuat kebutuhan adalah 90 % (Depkes,2006).

Berdasarkan pasal 7 Permenkes RI No. 085/MENKES/PER/I/1989 maka
instalast farmasi berkewajiban menyediakan obat esensial dengan nama generik.
Instalasi farmasi berkewajiban melayam resep dokter dan dilarang mengganti obat
yang tertulis dalam resep.

Hasil wawancara mendalam terhadap informan mengenai ketersedizan obat
generik di Instalasi Farmasi secara umum mereka katakan kurang Kurang terscdia
merupakan persepsi dari dokter yang sering mendengar dari pasien bahwa obat sedang
kosong di Instalasi Farmasi, atau persepsi dokter yang menyatakan bahwa belum
semua obat memiliki sediaan generik, adanya beberapa jenis obat penerik yang tidak
tersedia di pasaran (kosong pabrik) akibat dari harga obat yang tidak sesuai dengan
biaya produksi, perencanaan obat di instalasi farmasi yang belum baik, jumlah
kunjungan pasien yang meningkat. Hal ini didukung dengan pemyataan-pemyataan
informan berikut ini:

“Sebetulnya sudah cukup, tapi sering terjadi kekosongan oba: di pasaran dan
tidak semua obat ada generifmya” (6.4)
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“Perencanaan kebuiuhan obat di instalasi farmasi mungkin belum baik, atau
karena jumlah lanmjungan pasien meningkat” (6.1)

“Mungkin perencanaan dan pengawasan kurang atau distribusi yang agak
terlambat” (6.2)

“Mencukupi kebutuhan dasar pengobatan, meskipun ada beberapa yang belum
tersedia” (6.3)

“Memang kadang-kadang ada obat generik yang tidak mencukupi, seperti yang
tidak tersedia di pasaran sehingga tidak dapat kita katakan 100% tersedia.”

(3)

Menurut pasal 6 Pemenkes RI No. 085/MENKES/PER/I/1989, untuk
mencegah terjadinya kekurangan obat generik, instalasi farmasi rumah sakit
diharuskan membuat prosedur perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian
dan pemantauan obat yang digunakan rumah sakit. Hal ini senada dengan pernyataan
informan benkut:

“_. check dan recheck terus obat generik yang tidak ada di instalasi farmasi

den diupayakan untuk disediakan... ” (€.3}

... perencanaan dan pengawasan obat perlu lebih ditinglatkan... ” (6.2)

Dalam hal kepercayaan dokter terhadap obat generik membutuhkan “data
ilmiah” (evidence based) yang dapat membuat dokier bertindak atau berperilaku untuk
patuh dalam menuliskan resep obat generik, Sedangkan data ilmiah yang mendukung
penggunaan obat generik terutama yang menyangkut bioawailabilitas masih sangat
kurang. Selain itu banyak obat generik yang hilang dari pasaran karena persediaan
habis dan kapasitas produksinya tidak ditingkatkan, disamping itu banyak pula obat
generik yang tidak diproduksi lagi karena alasan ekonomis, antara iain karena

permintaan pasar yang kecil (Harahap,1999,dikutip dari Daniel,2001). Selain hal
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tersebut di atas kenyataan juga membuktikan bahwa tidak semua penyakit ada obat
generiknya. Belum tersedianya dana promos: untuk obat generik menjadi salah satu
hambatan dalam peredarannya, sedangkan dalam peredaran obat dengan nama dagang
promosinya sangat gencar sehingga seakan-akan obat nama dagang mengalir deras
sementara obat genenk tidak Hal ini dapat dilihat dan hasil wawancara sebagai
berikut:

“..saya rasa perlu ditingkatkan data ilmiah mengenai bioavailabilitas obat

generik sehingga meningkatkan keyakinan kita di dalam penggunaan obat
generik... " (6.1)

“... obat untuk kulit banyak yang tidak ada generiknya... ” (6.2)

Menurut informan bila obat generik tidak tersedia di instalasi farmasi, maka
akan diberikan obat dengan nama dagang yang harganya setara dengan obat genernk
dan ada di dalam formularium, berikut permnyataannya;

“..selama ini solusinya kita mencarikan obat yang meskipun bukan generik
dalam arti kata obat itu nama dagang tapi harganya selara dengan generik... ”

5

“Menggunakan obat nama dagang dengan harga yang setara dengan obat
generik. " (3)

§5.2 Hasil dan Pembahasan Pada Proses
a.  Ketersediaan Formularium Rumah Sakit

Dalam menyusun formularium, obat generik dapat dijadikan dasar pemilihan
disertai dengan menerapkan cost analysis dalam memilth obat, sehingga dapat
menurunkan biaya obat di rumah sakit. Menurut Keputusan Dirjen Yanmed Depkes
Nomor 0428/Y anmed/RSKS/SK/1989 bahwa formularium rumah sakit ditulis dengan

nama generik dan merupakan pedoman bagi para dokter dan dokter gigi dalam
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penulisan dan/ atau penggunaan resep di rumah sakit, Selain itu Direktur Rumah Sakit
menetapkan daftar obat dengan nama dagang yang terdapat dalam Formularium tetapi
belum ada nama generiknya.

Formularium rumah sakit sudah ada di RSU Cilegon dan tersedia di semua
unit pelayanan. Hasil wawancara mendalam terhadap informan diperoleh informasi
bahwa semua obat generik masuk dalam formularinm disamping ada juga obat dengan
nama dagang vang tersedia generiknya, seperti diungkapkan informan berikut:

“..semua obat generik masuk dan menempati urutan pertama dalam

SJormularium... ” (1)

" ... semua obat generik dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit.” (4)

“ .. semua obat generik secara otomatis masuk dalam formularium. Selama it
diperiukan dan digunakan oleh dokter... ” (3)

“ .. semua obat generik wajib masuk dalam formularium... ” (6.1)

“Semua obat generik masuk dalam formularium, tapi kendaionya tidak semua

obat tersedia generiknya.” (4}

Formularium rumah sakit akan membantu dokter dalam memilih altematif obat
yang terbaik bagi pasien, memuat obat pilthan yang paling tepat untuk masing-masing
penyakit, oleh karena itu penggunaan formulanum rumah sakit secara benar dalam
penatalaksanaan pengobatan di RSU akan meningkatkan mutu pelayanan pengobatan.
Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa formularium rumah sakit belum
cukup digunakan sebagai pedoman dalam pengobatan karena obat-obat terbaru yang
belum ada generiknya tidak ada dalam formularium, dan ini memerlukan waktu yang

lama untuk dapat memasukkannya ke dalam formularium karena belum adanya waktu
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yang baku untuk melakukan revisi dan evaluasi terhadap formularium yang ada,
sebagaimana pernyataan informan berikut :
“...menjadi suatu keharusan para dokter yang bekerja di RSU Cilegon untuk
menuliskan resep sesuai formularium... ” (1}

“ .. selalu menulis resep berdasarkan formularium... " (6.4)

“..ada keterbatasan bahwa obat dengan nama dagang yang mutakhir belum
ada generiknya dan tidak masuk dalam formularium... ” (6.1)

“... banyak obat yang dibutuhkan tidak ada di formularium. Untuk memasukkan

obat nama dagang ke formularium memakan waktu lama antara usulan
sampai dikeluarkannya formularium terbaru... ” (6.2)

Dari telaah dokumen didapatkan bahwa formularium RSU Cilegon
mencantumkan baitk nama obat generik maupun obat dengan nama dagang yang
tersedia generiknya. Di dalam formularium tersebut dicantumkan untuk satu jenis obat
generik disertai dengan satu sampai enam jenis obat nama dagang, seharusnya obat
nama dagang yang &icantumkan dalam formularium adalah obat nama dagang yang
belum tersedia generiknya. Penyusunan formularium tidak secara rutin dilaksanakan
dan tidak pemnah dilakukan revist dan evaluasi, seperti pemyataan informan bertkut;

“... penyusunan formularium fidak secara rutin dilaksanakan dan tidak pernah

dilakukan revisi dan evaluasi... ” (3)

“..obat dengan nama dagang yang dimasukkan dalam formularium harus
diusulkan oleh minimal tiga orang dokter yang bekerja di RSU Cilegon... ” (1)

“. karenn Komite Farmasi dan Terapi baru terbentuk, kami belum
menjadwalkan waktu uniuk melakulkan evaluasi dan revisi... ” (4)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyusunan formularium tidak

secara rutin dilaksanakan, dan tidak pernah dilakukan revisi maupun evaluasi terhadap
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formularium yang ada. Menunut Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan RI No. 0428/Yanmed/RSKS/SK/1989, bahwa formularium
dapat ditinjau-kembali sesuai dengan perkembangan bidang kefarmasian dan terapi
serta keperluvan rumah sakit yang bersangkutan. Hal ini yang menyebabkan dokter
cenderung untuk tidak menggunakan formularium sebagai panduan dalam menuliskan
resep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seorang dokter pernah membaca
formularium rumah sakit, tidak menjamin dokter tersebut akan mematuhi dan
menerapkan sesuai dengan formularium rumah sakit yang pernah dibacanya.

Hal ini sangat fidak sesuai dengan prinsip dasar formularium mumah sakit, yaitu
formularium rumah sakit merupakan alat manajemen yang digunakan dalam
pengelolaan dan penggunaan obat. Salah satu tujuan penyusunan forrmularium adalah
perampingan jumlah obat Dengan perampingan nama obat pada formularium dapat
dihindari tenadinya duplikasi obat, menjamin khasiat obat serta mengutamakan
kepentingan pasien (Guerriero dan Neff,1995). Menurut Wirawan (1998), banyak
rumah sakit pemerintah maupun swasta menyusun dan menerapkan formuiarium untuk
mereduksi biaya pengobatan di rumah sakit.

Dart hasil penelitian terhadap formularium rumah sakit dan standar «.rapi yang
ada, didapatkan bahwa penyusunan formularium di RSU Cilegon sudah berdasarkan
standar terapi, karena obat generik yang ada di standar pengobatan juga tercantum di
formularium, Hal ini sudah sesuai dengén kebijakan pemerintah tentang konsep cbat
esensial, bahwa penyusunan formularivm rumah sakit harus mengacu pada standar
terapi yang berlaku.

Indonesia belum memiliki Formularium Nasional yang dapat dijadikan acuan

untuk menyusun formulanum bagi rumah sakit. Rumah sakit menyusun formularium
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berdasarkan Dafiar Obat Esensial Nasional (DOEN) dengan penambahan jenis maupun

nama dagang obat.

b. Sosialisasi Obat Generik

Sosialisasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya memberi
pemahaman tentang suatu kebijakan, peraturan, atau program yang akan diberlakukan
kepada pihak lain, Sosialisasi diharapkan dapat memberi pemahaman kepada pihak
lain untuk mengikuti kebijakan, peraturan, atau program yang akan diberlakukan.

Untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan pada penulisan resep obat generik,
maka yang perlu dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi semua petugas
pengobatan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang prinsip pemakaian
obat generik baik berupa sosialisasi maupun melakukan pengawasan secara berkala
terhadap semua pelaku pengobatan di RSU Cilegon.

Sosialisasi mengenai penulisan resep obat generik sampai saat ini sudah
dilaksanakan bagi dokter-dokter di RSUD Cilegon. Sosialisasi yang dilakukan tidak
secara khusus membahas program penulisan resep obat generik, tetapi sosialisasi yang
disampatkan oleh direktur rumah sakit versamaan dengan program yang lain, seperti
vang dinyatakan oleh informan bertkut:

“... kadang-kadang Direktur mengadakan coffee morning dengan dokter-

dokter, disana dianghat untuk mengingatkan dokter agar menuliskan resep
obat generik.” (1)

“Atasan sudah beberapa kali memberikan arahan-arahan dan petunjuk-
petunjuk berdasarkan Permenkes 85.” (6.1)

“Direktur sering menganjurkan menggunakan obat-obat generik pada
pertemuan rapal ritin. " (6.4)
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“Selain berbentuk Surat Fdaran Direkiur, juga berupa anjuran untuk

menggunakan obat generik yang disampaikan pada pertemuan rapat rutin.”

(6.3)

Hasil penelitian melalui wawancara mendalam terhadap informan
menunjukkan bahwa belum dirasakan ada hubungan antara sosialisasi obat generik
dengan penulisan resep obat generik. Hasil penelitian ini sama dengan yang pernah
dilakukan oleh Pinem (2007), bghwa tidak adanya hubungan antara pelatihan dan
kepatuhan petugas menerapkan pedoman pengobatan dalam penggunaan obat rasional
di Kabupaten Purwakarta.

Belum adanya hubungan antara sosialisasi obat generik dengan penulisan :esep
obat generik mungkin disebabkan sosialisasi yang selama ini dilaksanakan belum
efektif, metode sosialisasi kurang interaktif sehingga membosankan. Selama ini
sosialisasi hanya disampaikan oleh Direktur RSU Cilegon, seperti yang diharapkan
oleh seorang informan agar sosialisasi dilaksanakan menggunakan nara sumber dar
Depkes atau institusi pendidikan dengan materi yang aplikatif.

Oleh karena belum intensifnya dilaksanakan sosialisasi mengenai penulisan
resep obat generik bagi dokter, sehingga pelaksanaannya hanya berdasarkan buku
pedoman (formularium rumah sakit dan standar terapi} yang ada. Sebagai akibatnya
terjadi berbagai penafsiran yang berbeda dalam proses pelaksanaannya Menurut
Simanjuntak (2005), pada vmumnya pekerja di Indonesia kurang terbiasa dan kurang
mampu dalam membaca dan bekerja berdasarkan buku pedoman, tapi lebih suka bila
mereka menerima penjelasan secara langsung dan bertatap muka.

Sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan motivasi tentang
obat generik, oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang dilakukan secara berkala

dengan narasumber yang ahli di bidangnya Seperti diketahui tidak semua obat ada
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generiknya, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut akan meningkatkan
pelaksanaan penulisan resep obat generik, hal ini dinyatakan oleh informan berikut:
“Sebaiknya dilaksanakan sosialisasi dengan narasumber dari Depariemen

Kesehatan atau institusi pendidikan yang khusus membahas mengenai obat
generik, dan dilaksanakan secara berkala.” (6.4)

“Sava rasa perlu diperkenalkan produk generik kepada dokter spesialis, dokter
umum, apoteker dan perawat.” (6.1)

“Sebaiknya lebih sering diadakan, jadi semacam refresh ilmu” (6.3)

Menurut Simanjuntak (2005), pelatihan merupakan bagian dari investasi
sumber daya manusia yang akan meningkatkan ketrampilan dan kemampuan kerja
yvang akhimya akan meningkatkan kinerja. Demikian juga yang dinyatakan Umar
(2001), tujuan utama dari pelatihan adalah untuk memperbaiki penguasaan berbagai
ketrampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutubhan sekarang. Jadi
diperlukan pelatihan dari waktu ke waktu, karena kebufuhan setiap saat dan senantiasa
berubah dan berkembang.

Upaya pemasyarakatan obat generik harus mendapat dukungan dari semua
pihak, karena dilihat dan aspek sostal maupun ekonomis, program ini mempunyai
kendala yang cukup besar. Secara garis besar kendala ekonomi menyangkut
kepentingan apotek, dokter, pabrik obat dan kendala sosial di pihak pasien yang belum

memahami arti obat generik.

c. Pengorganisasian
Peran Komite Medik sebenamya sangat diperlukan dalam suatu instansi rumah
sakit. Organisasi ini menjadi kunci penting terlaksananva pelavanan medis dari rumah

sakit kepada pasien. Selain itu komite medik menjadi alat komunikasi antara dokter
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dan direksi ketika mereka bertemu setiap bulan. Kewenangan komite medik antara lain
menetapkan standar pelayanan dan menentukan standar mutu pelayanan dokter
(Rijadi,1999). Peran Komite Medik di RSU Cilegon diatur berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Cilegon No. 440.05/Kep.357-Org/2003, dengan tugas pokok
membantu Direktur dalam hal menyusun standar pelayanan kesehatan pada masyarakat
dan memonitor pelaksanaannya; melaksanakan pembinaan etika profesi; mengatur
kewenangan profesi anggota staf fungsional, mengembangkan program pelayanan,
pendidikan dan pelatihan.

Direktur rumah sakit berkewajiban membentuk Komite Farmasi dan Terapi
Rumah Sakit yang anggotanya terdiri dari para dokter dan apoteker yang bertugas di
rumah sakit. Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit mempunyai tugas dan fungsi
membantu Direktur Rumah Sakit dalam menentukan kebijakan penggunaan obat dan
pengobatan, Komite Farmasi dan Terapi RSU Cilegon merupakan bagian dari Komite
Medik yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direktur, Saat ini tugas komite
farmasi dan terapi yang telah dilaksanakan baru pada tabap penyusunan fermularium
rumah sakit. Tugas komite farmasi dan terapi yang ada hanyalah sebatas menampung
obat-obatan yang diusulkan dan digunakan oleh para dokter, dan bukan memilih obat
serta tidak dilakukan analisa biaya Padahal tugas komite farmasi dan terapi yang
sesungguhnya adalah memberikan rekomendasi dalam pemilihan penggunaan obat-
obatan; menyusun formularium yang menjadi dasar dalam penggunaan obat-obatan di
rumah sakit dan bila perlu dapat diadakan perubahan secara berkala; menyusun standar
terapi bersama-sama dengan staf medik; melaksanakan evaluasi penulisan resep dan
penggunaan obat generik bersarna-sama dengan instalasi farmasi sebagaimana yang
telah  ditetapkan dalam Keputusan Digen  Pelayvanan Medik  No.

0428/Y ANMED/RSKS/SK/1989.
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Tugas Komite Farmasi dan Terapi adalah membantu direktur rumah sakit
dalam menangani masalah pengelolaan dan penggunaan obat di rumah sakit.
Berdasarkan hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa peran Komite
Farmasi dan Terapi di RSU Cilegon baru sebatas menyusun formularium rumah sakit,
tetapi pemantauan dan evaluasi terhadap penulisan resep termasuk juga resep obat
generik belum dilakukan, seperti pernyataan di bawah ini :

“Di RSU Cilegon ada sub komite farmasi dan terapi yang ketuanya seorang

dokter dan sekretarisnya seorang apoteker. Sub komite farmasi dan terapi

inilah yang menyusun formularium rumah sakit. Karena baru terbentuk,

mereka belum melakukan pemantauan dan evaluasi tentang efektifitas dari
perencanaan obat generik di RSU Cilegon.” (1)

“ Komite Farmasi dan Terapi belum pernah melakukan pemantauan maupun
evaluasi penggunaan obat generik. Yang kami lakukan baru sebatas menyusun
Jormularium... ” (5)

“Selama ini belum ada upaya untuk mengendalikan penulisan resep obat

generik, kami baru sampai menyvsun formularium. Mungkin ke depannya akan

kami lakukan upaya pengendalian penulisan resep obat generik.” (4}

Hasil studi dokumentasi terhadap kebijakan dan peraturan-peraturan yang
dikeluarkan oleh Direktur RSU Cilegon menunjukan bahwa sampai saat ini belum ada
peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh direktur yang terkait langsung dengan
dukungan terhadap penggunaan obat generik, padahal peran Direktur sangat penting
dalam mendorong pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada seperti pembinaan,
pengawasan, sanksi, evaluasi dan tindak lanjut. Dasar penggunaan obat generik adalah
kebijakan Permenkes RI No. 085/Menkes/Per/I/1989.

Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa Instalasi Farmasi
RSU Cilegon setiap bulan melaporkan prosentase penulisan resep obat generik
Pembuatan laporan ini bukan hasil dari pemantauan dan evaluasi yang dibahas

bersama Komite Farmasi dan Terapi, tetapi hanya laporan berdasarkan resep yang
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masuk ke instalasi farmasi. Laporan ini selanjutnya disampaikan kepada Direktur RSU
Cilegon, Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan. Menurut  Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No.
0428/Y ANMED/RSKS/SK/1989, hasil pembahasan dan evaluasi tersebut dilaporkan
ke Dinas Kesehatan Propinsi setiap tiga bulan sekali dan ke Ditjen Pelayanan Medik
setiap enam bulan sekali.

Didapatkan informasi bahwa sudah ada kesadaran dari para dokter untuk
menggunakan obat generik, tetapi dalam implementasinya masih banyak hambatan
tergantung dari individu sefiap dokter, seperti pernyataan berikut :

“ ... pemakaian obat generik tergantung dari individu setiap dokter, tergantung

hati nurani dokter.” (3)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap informan, didapatkan
informasi bahwa peranan dokter dan apoteker sangat penting dan mereka memiliki
kewajiban untuk mendorong serta melaksanakan pemanfaatan obat generik di rumah
sakit pemerintah, seperti yang dinyatakan oleh informan berikut :

“Semua Jjasilitas pelayanan kesehatan pemerintah diwajibkan untuk

menggunakan obat generik. Itu tertuang dalam Permenkes, jadi merupakan
kewajiban r..a untuk melaksanakannya.” (6.1)

“... kita mensepakati dengan klausul di farmularfum bila menulis resep obat di

luar formularium rumah sakit, maka pihak instalasi farmasi dapar mengganti

dengan obat yang ada di formularium.” (1)

Komunikasi antara dokter dan apoteker merupakan hal penting yang sangat
perlu ditingkatkan, khususnya dalam pemakaian atau penulisan resep obat generik.
Informasi obat generik yang disampaikan secara mutin maupun berkala sangat

menunjang pelaksanaan program penulisan resep obat generik, dan ini belum

dilaksanakan di RSU Cilegon.
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Hasil penelitian Mulyadi (2001) mengungkapkan bahwa walaupun semua
kegiatan pengorganisasian sudah dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak
dilakukan secara optimal akan muncul permasalaban pendelegasian wewenang yang

tidak jelas dan tidak ada rincian kerja dari masing-masing personil.

d. Supervisi

Salah satu cara untuk melakukan evaluast penulisan resep obat generik adalah
dengan cara melakukan supervisi dan pemantauan. Supervisi adalah suatu metode yang
digunakan untuk keperluan pengawasan atau pengendalian serta bimbingan dan
pembinaan. Permantauan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur apakah
program yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Penilaian
adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang
dicapai dengan kmteria yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pengambilan
kesimpulan serta penyusunan saran-saran (Azwar, 1996). Pembinaan merupakan suatu
usaha unfuk melakukan swatu perubahan, pembaharuan dan penyempumaan yang
berencana (Toha,1993). Sedangkan pengawasan adalah suatu proses yang mengukur
penampilan suvatu program yang kemudian dilanjutkan dengan mengarahkannya,
sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai (Azwar,1996).

Berdasarkan pasal 8 Permenkes RI No. 085/MENKES/PER/1/1989, maka
pengawasan atas penulisan resep obat oleh dokter rumah sakit dilaksanakan oleh
Direktur rumzh sakit dibantu oleh Komite Farmasi dan Terapi. Dalam ketentuan lain
disebutkan bahwa Direktur rumah sakit dapat menyetujui penggantian resep obat
dengan resep obat nama dagang dalam hal obat esensial tertentu belum tersedia nama
generiknya. Pelanggaran atas ketentuan vang tersebut dalam permenkes ini maka dapat

dikenakan sanksi administratif dan atau hukuman disiplin.
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Pelaksanaan penulisan resep obat generik di RSUD Cilegon belum sepenvhnya
dilakukan supervisi, dalam hal ini pimpinan RSUD Cilegon melakukan pemantauan
melatui instalasi farmasi dar laporan yang diberikan, seperti yang disampaikan oleh
informan berikut:

“Setiap bulan Direktur RSU Cilegon menerima hasil evaluasi prosentase

pemakaian resep obal generik dan non generik. Dari situlah kami dapat

mengetahui sampai sejauh mana dokter-dokter di RSU ini menuliskan resep
obat generik. Kemudian dilakukan perbaikan ke depan supaya lebih baik.” (1)

“..instalasi farmasi setiap bulan menghitung pemakaian obat generik,
kemudian dibuat laporan penulisan resep obat generik kepada Direktur” (5)
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan didapatkan
informasi bahwa selama ini belum ada mekanisme pemantauan dan penilaian terhadap
penggunaan obat termasuk penggunaan obat generik. Komite Farmasi dan Terapi
bersama dengan Instalasi Farmasi belum melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan
penulisan resep obat generik di RSU Cilegon, seperti pernyatasn informan berikut :
“Belum pernah, karena Komite Farmasi dan Terapi baru terbentuk. Yang

sudah dilakukan oleh Komite Farmasi dan Terapi baru pada lahap menyusun
SJormularium.” (1)

“Komite Farmasi dan Terapi belum pernah melakukan pembinaan maupun
evaluasi penggunaan obat generik.” (5)

“Selama ini belum ada upaya untuk mengendalikan penulisan resep obat

generik, kami baru sampat menyusun formularium. Mungkin ke depannya akan

kami lakukan upaya pengendaliaan penulisan resep obat generik.” (4)

Menurut keputusan Dirjen Yanmed Depkes Nomor
0428/Yanmed/RSKS/SK/1989 bahwa Instalasi Farmasi Rumah Sakit berkewajiban

melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan penulisan resep dan/ atau

penggunaan obat generik di rumah sakit. Pada setiap bulan, Instalasi Farmasi Rumah
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Sakit dan atau Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit berkewajiban mengumpulkan
dan mencatat resep vang masuk, untuk kemudian dilakukan analisa dan evaluasi
terhadap hal-hal sebagai berikut: jumlah dan jenis obat generik yang diresepkan,
penyimpangan penulisan resep obat generik, jumlah dan jenis obat di luar formularium
yang diresepkan. Hasil pemantavan dan evaluasi ini kemudian dilaporkan ke Direktur
Rumah Sakit setiap bulannya, Dinas Kesehatan setiap tiga bulan sekali, dan Direktur
Jenderal Pelayanan Medik Depkes setiap enam bulan sekali.

Menurut informan pembinaan yang dilakukan oleh internal RSU Cilegon
belum mempunyai jadwal yang baku, informan mengharapkan jadwal yang rutir untuk
meningkatkan cakupan penulisan resep obat generik, sesuai dengan yang dikemukakan
informan berkut :

“Frekuensi pembinaan tersebut dirasakan sangat minim sekali... ” (6.1)

“Sebaitnya dibuar jadwal yang rutin untuk nembincan sehingga cakupan

penulisan resep obar generik akan meningkat.” {6.4)

Sesuai dengan hasil wawancara mendalam dengan informan, supervisi yang
dilakukan dalam rangka penulisan resep obat generik di RSU Cilegon belum pemah
dilakukan oleh RSU Cilegon (instalasi farmasi dan komite farmasi dan terapi).
Instalasi Farmasi hanya sebatas melaporkan prosentase pemakaian obat generik setiap
bulan kepada Direktur RSU Cilegon, Ditjen Pelayanan Medik Depkes dan Dinas
Kesehatan Cilegon, tetapi tidak ada tindak Ianjut yang nyata dan pelaporan tersebut.

Di dalam laporan tersebut tidak dicantumkan jumlah dan jenis obat generik yang
diresepkan, penyimpangan penulisan resep obat generik yang terjadi, serta jumlah dan
jenis obat di luar formularium yang diresepkan. Ini tidak sesuai dengan pedoman
penilaian kinerja, dimana dari hasil penilaian yang dikirim seharusnya diverifikasi dan

diberikan feed back. Hasil verifikasi dijadikan pedoman dalam melaksanakan
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dan jamsostek belum sepenuhnya menggunakan obat generik karena askes dan
jamsostek mempunyai formularium sendini yang di dalamnya banyak tercantum obat
dengan nama dagang, sedangkan untuk pasien umum mempunyai kebebasan untuk
memilih menggunakan obat generik atau obat dengan nama dagang. Hal ini tidak
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Permenkes RI No.
085/MENKES/PER/1/1989 bahwa dokter yang bertugas di rumah sakit diharuskan
menulis resep obat esensial dengan nama generik bagi semua pasien, Hal ini didukung
dengan permyataan-pemyataan informan berikut ini :

“... bagaimanapun pasien mempunyai hak untuk memilih. Jadi kadang-kadang

ada pasien yang memang meminta ke dokter tidak mau diberikan obat generik.
Hal ini sering terjadi pada pasien wmum.” (1)

“_.untuk pasien JPS memang saya memberikan dorongan dengan aturan-
aturan, yaitu harus memakai obat generik dan instalasi farmasi berhak
mengganti obat paten yang ditulis di resep dengan obat generik.” (3)

“Ada kesepakatan tidak tertulis mengenai penggunaan obat generik untuk
pasien JPS” (6.3)

“Pasien JPS diwajibkan menggunakan obat generik... ” (3)
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian dan berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berkut;

1.

Dari hasil penelitian didapatkan prosentase resep yang menulis obat generik
terhadap total resep yang masuk ke instalasi farmasi R3U Cilegon adalah 52,30 %.
Hasil penelitian ini diperoleh dari sampel yang terkumpul sebanyak 379 lembar
resep pasien rawat jalan yaitu sejumlah 1.130 resep yang terdiri dari resep obat
generik sebanyak 591 (52,30 %), resep obat dengan nama dagang sebanyak 539
(47,70 %). Poli Gigi memperlihatkan proporsi penulisan resep obat dengan nama
generik tertinggi ( 73,08 %) dan Poli Mata adalah poli dengan proporsi penulisan
resep obat dengan nama generik terendah (0 %).

Sampai saat ini belum ada peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh direktur
yang terkait langsung dengan dukungan erhadap penggunaan obat generik,
padahal peran Direktur sangat penting dalam mendorong pelaksanaan ketentuan-
ketentuan yang ada seperti pembinaan, pengawasan, sanksi, evaluasi dan tindak
lanjut.

Instalasi Farmasi dan Komite Farmasi dan Terapi belum melaksanakan
pemantauan dan evaluasi atas penulisan resep generik yang dilakukan oleh dokter.

Direktur RSU Cilegon dan Komite Farmasi dan Terapi belum melaksanakan

pembinaan dan pengawasan atas penulisan resep cbat oleh dokter RSU Cilegon.

94
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Belum sempumanya pemahaman berbagai pihak di RSU Cilegon mengenai
Permenkes RI No. 085/MENKES/PER/I/1989

Belum adanya umpan balik dari Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan
Kota Cilegon terhadap hasil laporan penulisan resep dari RSU Cilegon.

Belum adanya sanksi administratif yang diberikan oleh Departemen Kesehatan
terhadap direktu rumah sakit atas pelanggaran implementasi kebijakan kewajiban

menuliskan resep obat generik di rumah sakit milik pemerintah

Saran

Perlu adanya suatu komitmen yang kuat dari direktur rumah sakit dengan
membuat peraturan yang jelas dalam mendukung penggunaan obat generik, tidak
hanya sekedar himbauan untuk mendukung pengsunaan obat generik. Karena
peran direktur sangat penting dalam mendorong pelaksanaan ketentuan-ketentuan
yang ada seperti pembinaan, pengawasan, sanksi, evaluasi dan tindak lanjut.

Agar peran Panitia Farmasi dan Terapi lebih ditingkatkan dalam rekomendasi
pemilihan obat-obat yang dimasukkan dalam formularium rumah sakit,
berdasar nan standar mutu kerasionalan obat.

Perlunya dilakukan evaluasi terhadap obat - obat yang tercantum dalam
formularium, untuk kemudian difakukan revisi terhadap formularium tersebut.
Sebaiknya evaluasi dan revisi dilaksanakan secara periodik.

Perlunya dilakukan perbaikan materi dan waktu pelaporan terhadap penulisan
resep dan/ atau penggunaan obat generik dari RSU Cilegon ke Dinas Kesehatan

Kota Cilegon dan Departemen Kesehatan,
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Perlunva meningkatkan sosialisasi terhadap pemanfaatan obat generik dengan cara
seminar atau loka karva terhadap kajian-kajian ataupun penelitian tentang obat
generik dengan melibatkan dokter maupun masyarakat.

Perlu adanya umpan balik dari Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan
terhadap hasil laporan penulisan resep dari mumah sakit, Perlunya pembinaan yang
terus menerus dan berkesinambungan, dan diperlukan adanya sanksi yang tegas
terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang ada.

Instalasi Farmasi agar dapat menyediakan obat generik dalam jumlah yang cukup,
memenuhi standar mutu, Untuk menghindari kekosongan stok obat perlu ada
perencanaan yang lebih baik., Diperlukan penyampaian informasi obat generik
khususnya kepada dokter secara rutin dan berkala
Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut pada tingkat lebih atas, vartu Direktorat
Pelayanan Medik dan Direktorat Bina Kefarmasian Departemen Kesehatan,
mengenai tmplementasi kebijakan kewajiban menuliskan resep obat generik.
Perlunya diberlakukan pemberian reward dan punishment oleh Departemen
Kesehatan kepada direktur rumah sakit atas pelaksanaan kebijakan kewajiban
menuliskan resep obat generik di rumah sakit milik pemerintah.

Perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui peran pasien di dalam

implementasi kebijakan ini.
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

a pewawancara
ama pencatat

empat

‘empat

—

langgal

. PETUNJUK UMUM
,' 1. Sampaikan ucapan terima kasih kepada informan atas kesediaannya meluangkan waktu
untuk diwawancarai.
/ 2. Jelaskan tentang maksud dan tujuan wawancara.
|
. PETUNJUK WAWANCARA MENDALAM
[ﬂ 1. Wawancara dilakukan oleh seorang pewawancara.

2. Informan bebas untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, saran dan komentar.

4. Jawab tidak ada yang benar ataupun yang salah,

( 3. Pendapat, pengalaman, saran dan pendapat informan sangat bernilai,
f 5. Semua pendapat, pengalaman, saran dan komentar akan dijamin kerahasiannya.
| 6. Sampaikan ke informan bahwa wawancasa ini akan direkam pada tape recorder untuk

membanty ingatan pewawancara,

IIL. PELAKSANAAN WAWANCARA
A.PERKENALAN
1. Perkenalan dari pewawancara
2. Menjelaskan maksud wawancara kepada informan

3. Meminta kesediaan informan untuk diwawancarai

Evaluasi implementasi..., Evelyn Yolanda Panggabean, FKM Ul, 2008

—_—— 1



IDENTITAS INFORMAN

1. Nomor Informan 21

Nama Informan :

Jabatan dalam Kedinasan : Direktur RSU Kota Cilegon
Pendidikan Terakhir

Urnur

Jenis Kelamin

. Lama Bekerja

. Lama Bekerja di Jabatan

% N R W N

PERTANYAAN:
Variabel Input
1. Pengetahuan
a. Bagaimana pemahaman bapak terhadap kebijakan penulisan resep obat
generik?
2. Dana
a Sumber dana pengadaan obat
b. Ketersediaan dana pengadaan obat
c¢. Prosedur pendanaan pengadaan obat

3. Sikap
a. Bagaimana sikap bapak terhadap implementasi kebijakan penulisan resep obat

geuerik di RSU Cilegon ?

4, Metode
a SK, Juklak dan Juknis yang mengatur implementasi kebijakan

5. Motivasi
a. Apa yang memotivasi bapak untuk melaksanakan kebijakan ini ?

Variabel Proses
I. Ketersediaan Obat Generik
a. Apakah faktor yang menyebabkan obat generik tersebut tidak tersedia di
Instalasi farmasi RSU Cilegon ?
2. Ketersediaan Formularium Rumah Sakit
a. Apakah formularium rumah sakit tersedia di RSU Cilegon ?
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Pengorganisasian
a. Bagaimana pengorganisasian di RSU Cilegon untuk implementasi kebijakan

penulisan resep obat generik ?

Sosialisasi
a. Bagaimana pendapat mengenal sosialisasi penggunaan obat generik dalam

rangka implementasi kebijakan ini ?
b. Adakah manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan sosialisasi terhadap
implementasi kebijakan ?
Supervisi
a. Apakah dilakukan supervisi terhadap implementasi kebijakan pemakaian obat
genenk di RSU Cilegon ?
b. Adakah pengendalian dan bimbingan dari Komite Farmasi dan Terapi terhadap
implementasi kebijakan ini untuk meningkatkan penulisaan resep obat generik?
¢. Dalam upaya penulisan resep obat generik, pemahkah dilakukan evaluasi oleh
‘Dinas Kesehatan Cilegon secara berkala sehingga diperoleh gambaran nyata

penulisan resep obat generik di RSU Cilegon ?
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IDENTITAS INFORMAN

1. Nomor Informan D2

Nama Informan

Jabatan dalam Kedinasan . Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Pendidikan Terakhir

Umur

Jenis Kelamin

Lama Bekerja

o = o W R W

Lama Bekerja di Jabatan

PERTANYAAN :
Variabe! Input
1. Pengetahuan
a. Bagaimana pemahaman bapak terhadap kebijakan penulisan resep obat
generik?
2. Sikap
a Bagaimana sikap bapak terhadap implementasi kebijakan penulisan resep cbat
generik di RSU Cilegon ?
3. Metode
a. Apakah ada SK, Juklak dan Juknis yang mengatur implementasi kebijakan ini 7

Variabel Proses
1. Supervisi
a. Apakah dilakukan supervisi terhadap implementasi kebijakan pemakaian obat
generik di RSU Cilegon ?
b. Dalam vpaya penulisan resep obat generik, pemahkah dilakukan evaluasi oleh
Dinas Kesehatan Cilegon secara berkala sehingga diperoleh gambaran nyata
penulisan resep obat genenk di RSU Cilegon ?

| Variabel Output
1. Penulisan Resep Obat Generik
a. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penulisan resep obat

generik?
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IDENTITAS INFORMAN

1. Nomor Informan : 3
2. Nama Informan
3. Jabatan dalam Kedinasan : Kepala Bidang Pelayanan Medik
4, Pendidikan Terakhir
5. Umur
6. Jenis Kelamin
7. Lama Bekerja
8. Lama Bekerja di Jabatan
PERTANYAAN :
Variabel Input
1. Dana
b. Sumber dana pengadaan obat
c. Ketersediaan dana pengadaan obat
d. Prosedur pendanaan pengadaan obat
2. Sikap
b. Bagaimana sikap ibu terhadap implementasi kebijakan penulisan resep obat
generik di RSU Cilegon ?
3. Metode
a. Apakah ada SK, Juklak dan Juknis yan,; mengatur implementasi kebijakan in1 ?
4. Motivasi
a. Apayang memotivasi ibu untuk melaksanakan kebijakan ini di RSU Cilegon 7
5. Masa Kerja

a. Adakah keterkaitan antara masa kerja pelaksana kebijakan dengan

implementasi kebijakan ini ?

Variabel Proses

1.

Ketersediaan Obat Generik

a. Obat genernik yang tersedia saat ini di Instalasi Farmasi RSU Cilegon sudah
mencukupi kebutuhan dalam melakukan pengobatan

b. Apakah faktor yang menyebabkari obat generik tersebut tidak tersedia di
Instalasi farmasi RSU Cilegon ?
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c. Apakah upaya yang daapat dilakukan bila obal generik di instalasi farmasi
tidak tersedia atau tidak mencukupi?
2. Ketersediaan FRS
a. Apakah formularium rumah sakit tersedia di RSU Cilegon ?
b. Apakah penulisan resep selalu berdasarkan formularium nimah sakit ?
¢. Apakah formularium vang ada dirasakan sudah cukup sebagai panduan dalam
penulisan resep obat genenk ?
3. Pengorganisasian
a Bagaimana pengorganisasian di RSU Cilegon untuk implementasi kebijakan
penulisan resep obat generik ?
4. Sesialisasi
a. Bagaimana pendapat mengenai sosialisasi penggunaan obat generik dalam
rangka implementasi kebijakan ini ?
b. Adakah manfaat yang diperoleh dan pelaksanaan sosialisasi terhadap
implementasi kebijakan ?
5. Supervisi
a. Apakah dilakukan supervisi terhadap implementasi kebijakan pemakaian obat
generik di RSU Cilegon ?
b. Adakah pengendalian dan bimbingan dari Komite Farmasi dan Terapi terhadap
implementasi kebijakan ini untuk meningkatkan penulisaan resep obat genernk?
c. Dulam upaya penulisan resep obat generik, pemahkah dilakukan evaluasi oleh
Dinas Kesehctan Cilegon secara berkala sehingga diperoleh gambaran nyata

penulisan resep obat generik di RSU Cilegon ?

Variabel Qutput
1. Penulisan Resep Obat Generik
a. Adakah prionitas terhadap kelompok pasien di dalam implementasi kebijakan

penulisan resep obat generik ?
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan : 6

Nama Informan

Jabatan dalam Kedinasan . Dokter
Pendidikan Terakhir

Umur

Jenis Kelamin

. Lama Bekerja
. Lama Bekerja di Jabatan

PERTANYAAN :
Variabel Input

1.

Pengetahuan
a Bagaimana pemahaman bapak/ibu terhadap kebijakan penulisan resep obat

generik 7
Sikap
a. Bagaimana sikap sebagai pelaksana kebijakan ?
b. Bagaimana dampak dari implementasi kebijakan penulisan resep obat generik 7

3. Motivasi

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai motivasi yang diberikan oleh atasan

dalam rangka implementasi kebijakan ?
b. Bagaimana bentuk memotivasi diri dalam rangka implementasi kebijakan im ?

c. Bagaimana bentuk dorongan motivasi yang diberikan oleh atasan kepada

bapak/ibu ? *

Variabel Proses

1. Ketersediaan Obat Generik
a. Apakah obat generik yang tersedia saat ini sudah mencukupi kebutuhan dalam

melaksanakan pengobatan ?
b. Apakah faktor yang menyebabkan obat generik tidak tersedia di instalasi

farmasi ?
¢. Upaya apa yang dapat dilakukan bila obat generik di instalasi farmasi tidak

tersedia atau tidak mencukupi ?
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Ketersediaan Formularium Rumah Sakit
a. Apakah formulanium rumah sakit tersedia di RSU Cilegon ?
b. Apakah penulisan resep selalu berdasarkan formularium rumah sakit ?
c. Apakah formularium yang ada dirasakan sudah cukup sebagai panduan dalam
penulisan resep obat generik ?
Sosialisasi
a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sosialisasi penggunaan obat generik
dalam rangka implementasi kebijakan ini ?
b. Adakah manfaat vang diperoleh dari pelaksanaan sosialisasi terhadap
implementasi kebijakan ini ?
Supervisi
a Apakah supervisi terhadap implementasi kebijakan pemakaian obat generik
dilaksanakan di RSU Cilegon ?
b. Adakah pengendalian dan bimbingan oleh Komite Farmasi dan Terapi terhadap
implementasi kebijakan untuk meningkatkan penulisan resep obat generik ?

¢. Bagaimana mekanisme supervisi untuk kebijakan ini ?

Variabel Qutput

Penulisan Resep Obat Generik

a. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penulisan resep obat
generik?

b. Adakah prioritas terhadap kelompok pasien di dalam implementasi kebijakan

penulisan resep obat generik ?
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IDENTITAS INFORMAN

1. Nomor Informan : 4

2. Nama Informan

3. Jabatan dalam Kedinasan . Ketua Komite Farmasi dan Terapi
4. Pendidikan Terakhir

5. Umur

6. Jenis Kelamin
7. Lama Bekerja:

8. Lama Bekerja di Jabatan

PERTANYAAN :
Variabel Input
1. Pengetahuan
a. Bagaimana pemahaman bapak terhadap kebijakan peenulisan resep obat
generik 7
2. Dana
a. Sumber dana pengadaan obat
b. Prosedur pendanaan
3. Metode
a. Apakah ada SK, Juklak dan Juknis yang mengatur implementasi kebijakan ini ?

Variabel Proses
1. Ketersediaan Obat Generik
a. Obat genenk yang tersedia saat ini di Instalasi Farmasi RSU Cilegon sudah
mencukupi kebutuhan dalam melakukan pengobatan
b. Apakah faktor yang menyebabkan obat generik tersebut tidak tersedia di
Instalasi farmasi RSU Cilegon ?
c. Apakah upaya yang daapat dilakukan bila obat generik di instalasi farmasi
tidak tersedia atau tidak mencukupi?

2. Ketersediaan FRS

a. Apakah formularium rumah sakit tersedia di RSU Cilegon 7

b. Apakah penulisan resep selalu berdasarkan formularium rumah sakit 7
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¢. Apakah faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan obat dalam menyusun

formularium

d. Apakah formularium yang ada dirasakan sudah cukup sebagai panduan dalam
penulisan resep obat generik 7

e. Apakah dilakukan evaluasi dan revisi terhadap formularium yang ada ?

3. Pengorganisasian

a. Bagaimana pengorganisasian di RSU Cilegon untuk implementasi kebijakan
penulisan resep obat generik ?

4. Sesialisasi
a. Bagaimana pendapat mengenai sosialisasi penggunaan obat generik dalam

rangka implementasi kebijakan ini ?

5. Supervisi
a. Apakah dilakukan supervisi terhadap implementasi kebijakan pemakaian obat
generik di RSU Cilegon ?
b. Adakah pengendalian dan bimbingan dari Komite Farmasi dan Terapi terhadap

implementasi kebijakan ini untuk meningkatkan penulisaan resep obat generik?

Variabel Output
1. Penulisan Resep Obat Generik
a. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penulisan resep obat

generik?
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan :3
Nama Informan
Jabatan dalam Kedinasan : Kepala Instalasi Farmasi
Pendidikan Terakhir
Umur
Jenis Kelamin
. Lama Bekerja
. Lama Bekerja di Jabatan

PERTANYAAN :
Variabel Input

1.

Dana
a Sumber dana pengadaan obat

b. Ketersediaan dana pengadaan obat
c¢. Prosedur pendanaan pengadaan obat

Metode
a Apakah ada SK, Juklak dan Juknis yang mengatur implementasi kebijakan ini ?

Variabel Proses

i

Ketersediaan Obat Generik
a. Obat genenk yang tersedia saat ini di Instalasi Farmasi RSU Cilegon sudah

mencukupi kebutuhan dalam melakukan pengobatan
b. Apakah faktor yang menyebabkan obat generik tersebut tidak tersedia di

Instalasi farmasi RSU Cilegon ?
c. Apakah upaya yang daapat dilakukan bila obat generik di instalasi farmasi

tidak tersedia atau tidak mencukupi?

Ketersediaan FRS
a. Apakah formularium rumah sakit tersedia di RSU Cilegon ?

b. Apakah penulisan resep selalu berdasarkan formularium rumah sakit ?
¢. Apakah faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan obat dalam menyusun

formularium
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d. Apakah formularium yang ada dirasakan sudah cukup sebagai panduan dalam
penulisan resep obat generik 7
e. Apakah dilakukan evaluasi dan revisi terhadap formularium yang ada ?
3. Pengorganisasian
a. Bagaimana pengorganisasian di RSU Cilegon untuk implementasi kebijakan
penulisan resep obat generik ?
4. Sesialisasi
a. Bagaimana pendapat mengenai sosialisasi penggunaan obat generik dalam
rangka implementasi kebijakan ini ?
5. Supervisi
a. Apakah dilakukan supervisi terhadap implementasi kebijakan pemakaian obat
generik di RSU Cilegon ?
b. Adakah pengendalian dan bimbingan dari Komite Farmasi dan Terapi terthadap
implementasi kebijakan ini untuk meningkatkan penulisaan resep obat generik?
¢. Dalam upaya penulisan resep obat generik, pernahkah dilakukan evaluasi oleh
Dinas Keschatan Cilegon secara berkala sehingga diperoleh gambaran nyata

penulisan resep obat generik di RSU Cilegon ?

Variabel Qutput
1. Penulisan Resep Obat Generik
a. Adakah prioritas terhadap kelompok pasien di dalam implementasi kebijakan

penulisan resep obat generik ?
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. DAFTAR TRIANGULASI
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENULISAN RESEP OBAT GENERIK

(PERMENKES RI No. 085/MENKES/PER/1/1989)

DI RSU CILEGON TAHUN 2007

- o, Jenis Sumber Wawancara Mendalam Penelusuran

‘rut!  Informasi Dokumen
Koordinasi hintas | Direktur RSU Cilegon | Belum berjalan Sesuai dengan WM
sektor Ka. Dinkes Cilegon Belum begalan Sesuai dengan WM

Pengetahuan Direktur RSU Cilegon | Memahami Tidak sesuai dengan WM

Dokter Memahami Tidak sesuai dengan WM

Sikap Direktur RSU Cilegon | Mendukung Tidak sesuai dengan WM

Dokter Mendukung Tidak sesuai dengan WM

Komite Far & Terapi Mendukung Tidak sesvai dengan WM
Motivasi Direktur RSU Cilegon | Memberi motivasi Sesuai dengan WM

Dokter Mempunyai motivasi Tidak sesuai dengan WM

Komite Far & Terapi Memberi motivasi Tidak s¢suai dengan WM
Dana Direktur RSU Cilegon | Cukup Sesuai dengan WM
Inst. Farmasi Cukup Sesuai dengan WM
Kabid Yanmed Cukup Sesuai dengan WM
Metode Direktur RSU Cilegon | Belum ada Sesuai dengan WM
Kabid Yanmed Belum ada Sesuai dengan WM
Komite Far & Terapi Belum ada Sesuai dengan WM
Inst Farmasi Belum ada Sesuai deagan WM
_ Dokter Belum ada Sesual dengan WM
? Ketcrsediaan Kabid Yanmed Belum mencuknpi Sesuai dengan WM
: Obat Generik Komite Far & Terapi | Belum mencukupi Sesvai dengan WM
Inst Farmasi Belum mencukupi Sesuai dengan WM
| Dokier Belum mencukupi Sesual dengan WM
?8. Ketersediaan Kabid Yanmed Tersedia Sesnai dengan WM
: Formularium Komite Far & Terapi Tersedia Sesuai dengan WM
; Rumah Sakit Inst Farmasi Tersedia Sesuai dengan WM
,’ Dokter Tersedia Sesuai dengan WM
j 9. Sosialisasi Kabid Yanmed Belum pemah Sesuai dengan WM
f Komite Far & Terapi Belum pernah Sesuai dengan WM
J Inst Farmasi Belum pernah Sesuai dengan WM
| Dokter Belum pernah Sesuai dengan WM

!
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| Pengorganisasian | Dircktur RSU Cilegon | Sudah berjalan, belum Sesuai dengan WM
’ sepenuhnya
Kabid Yanmed Sudah begjalan, belum Sesuai dengan WM
sepenuhnya
Komite Far & Terapi Sudah berjalan, belum Sesual dengan WM
sepenuhnya
Inst Farmast Sudah berjalan, belum Sesuai dengan WM
sepenuhnya
Dokter Sudah berjalan, belum Sesuai dengan WM
sepenuhnya
Supervisi Direktur RSU Cilegon | Sudah berjalan Tidak sesuai dengan WM
Kabid Yanmed Belum berjalan Sesuai dengan WM
Komite Far & Terapi Belurn berjalan Sesuai dengan WM
Inst Farmasi Belum berjalan Sesuai dengan WM
Dokter Belum berjalan Sesuai dengan WM
Ka Dinkes Belum berjalan Sesuai dengan WM
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 085 /MENKES /PER /1/ 1989 TENTANG
KEWAJIBAN MENULISKAN RESEP DAN / ATAU

MENGGUNAKAN OBAT GENERIK

DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbany

Mengingat

(a).

().

[c).

(d).

bahwa obat yang digunakan secara rasional merupa-
kan salah satu faktor yang sangat penting dalam
mernentukan keberhasilan upaya pelayanan kesehat-
an,

bahwa harga obat generik lebih rendah daripada
harga obat paten yang mempunyai efek lerapetik
yang sama:

bahwa dengan menuliskan resep dan//atau menggu-
nakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan
Pemerintahy tujuan perluasan cakupan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat dapat lebith mudah
dicapai;

Lahwa sehubungan dengan huruf a b, dan c. maka
perlu ditetapkan Peraluran Menleri Kesebatan Re-
publik Indonesia tentang Kewajiban Menuliskan
Resep dan/atau Menggunakan Obot Generik di Fa-
sililas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

i. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 17.

2. Ketelapan MPR-RI Nomor lI/MPR/1983 tentang

Garis-garis Besar Haluan Negara.

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Po-
kok-pokck Kesehatan (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2068). “

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Far-

masi {l.embaran Negara Tahun 1963 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580).
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Ten-
tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Ten-

tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 1965 tentang Apotek.

7. PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam
Bidang Kesehatan Kepada Daeran

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik- Indonesia
Nomor 159b/Menkes/Per/11/1988 Tentang Ru-
mah Sakit.

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 47/Menkes/SK/1983 Tentang Kebijaksa-
naan Obat Nasional. '

10. Keputissan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 477 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Daf-
tar Obat Esensial Nasional.

11. SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 394/Menkes/SK/Vil/
1981 dan Nomor 196 Tahun 1981 Tentano Penga-
daan Obat untuk Unit-unit Pelayanan Kesczhatan
Pemerintah Pusat dan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN MENULISKAN
RESEP DAN/ATAU MENGGUNAKAN OBAT GENE-
RIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PEMERINTAH. '

BAB !
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Obat Generik adalah cobat dengan nama resmi yany ditetapkan dalam
Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandunanya.
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el

(1).

(2}.

(3)

Obat Paten adalah obat denga nama dagang dan menggunakan nama
yang merupakan milik produsen obat yang bersangkutan.

Obat Esensial adalah obat yang paling dibutubkan untuk pelayanan
kesehatan bagi masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Dalftar
Obat Esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah adalah Rumah Sakit Peme-
rintah, Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis lainnya.

Instalasi larmasi rumah sakit adalah instalasi rumah sakit yang mem-
punyai tugas menyediakan, mengelola, memberi penerangan dan me
laksanakan penelitian tentang obat-obaten.

Dokter adalah dokter umum, dokter .spesialis dan dokter gigi Rumah
Sakit, Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis lainnya

Komite Farmasi dan Terapi adalah suatu Tim yang beranggotakan
para dokter dan Sarjana Farmasi yang berfungsi dalam membantu
Pimpinan Rumah Sakit untuk menentukan kebijaksanaan penggunaan
obat dan pengobatan. ' ‘

Apotek adalah suatu tempat tertentu di mana dilakukan pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat.

Formularium Rumah Sakit adalah daftar obat baku vang dipakai cleh
Rumah Sakit yang dipilih secara rasional dan dilengkapi penjzlasan,
sehingga merupakan informasi obat yang lengkap untuk pelayanan
medik Rumah Sakit.

BAB II
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Rumah Sakit diwajibkan menyediakan obat esensial dengan nama ge-
nerik untuk kebutuhan pasien berobat jalan dan rawat nginap.

Rumah Sakit kelas A. B Ii dan B | diharuskan memiliki formularium.

Formularium yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi- Daftar Obat
Esensial Nasional (DOEN) dan obat lain yang sangat diperlukan Rumah
Sakit.

{4). Rumah Sakit diwajibkan memilikl Pecoman Terap) dan Komite Farmas)

dan Terapi.
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(5). Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan
pasal ini.

Pasal 3

(1). Dinas Kesehatan Daerah Tingkat Il diwajibkan menyediakan obat
esensial dengan nama generik untuk kebutuhan Puskesmas dan Unit

Pelaksana Teknis lain di wilayahnya.

(2). Dinas Kesehatan Daerah Tingkat Il diwajibkan menyediakan Pedoman
Terapi untuk dipergunakan oleh Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis
lainnya di wilayahnya

(3). Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat 1i bertanggung jawab atas
pelaksanaan peraturan yang tercantum dalam pasal ini.

Pasal 4

{1). Dokter yang bertugas di Rumah Sakit diharuskan menulis resep obat
esensial dengan nama generik bagi semua pasien

{2). Dokter dapat menulis resép untuk diambit di Apotek luar Rumah Sakit
dalam hal obat esensial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
tersedia di Rumah Sakit.

(3). Setiap dokter bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit dalam
pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 5

{1). Dokter yang bertugas di Puskesmas dan 1 !nit Pelaksana Teknis lainnya
diwajibkan menulis 1esep obat esensiz! dengan nama generik bagi semun
pasien

{2). Dokter dibenarkan membuat resep untuk dibeli di Apotek luar dalam
hal obat yang diperlukan tidak tersedia di Puskesmas atau Unit Pe-
laksana Teknis tempat ia bekerja. '

(3). Setiap dokter Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis lainnya bertang-
gung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/
Kotamadya yang bersangkutan dalam pelaksanaan ketentuan pasal ini.

Pasal 6

(1). Instalasi Farmasi Rumah Sakit diwajibkan mengelola cbat Rumah Sakit
secara berdaya guna dan berhasii guna.
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{2). Instalasi Farmasi Rumah Sakit diharuskan membuat prosedur peren-
canaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribuslan dan pemantauan
obat yang digunakan Rumah Sakit.

(3). Instalasi Farmasi Rumah Sakit berkewajiban melaporkan kepada Di-
rektur Rumah Sakit atas penyimpangan penulisan resep vang dilaku-
kan oleh dokter.

Pasal 7

(1). Apotek berkewajiban menyediakan obat esensial dengan nama generik.

(2). Tata cara pengadaan obat esensial dengan nama generik sebagaimana -
dimaksud dalam ayat {1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan
Cbat dan Makanan

{3). Apotek berkewajiban melayani resep dokter dan dilarang mengganti
obat yang tertulis dalam resep.

BAB 1l
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

{1) Pengawasan atas penulisan resep obat oleh dokter Rumah Sakit di-
laksanakan oleh Direktur Rurnah Sakit dibantu Komite Farmasi dan
Terapi.

(2). Pengawasan atas penulisan resep obat di Puskesmas dan Unit Pelak-
sana Teknis lainnya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen
Kesehatan Kabupaten/Kotamadya bersama dengan Kepala Dinas Ke-
sehatan Dzerah Tingkat II setempat.

{(3}). Pemmbinaan dan pengawasan penggunaan obat di Rumah Sakit menjadi
tanggung jawab Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

{4). Pembinaan dan pengawasan penggunaan obat i Puskesmas dan Unit
Pelaksana Teknis lainnya menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal
Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

(S). Pembinaan dan pengawasan pemberian obat di fasilitas pelayanan ke-

sehatan oleh Apotek menjadi tanggu'ﬁ§ jawab Direktur Jenderal Penga
wasan Qbat dan Makanan.
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{6). Pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3),
(4) dan {5) dapat dilimpahkan pada Kepala Kantor Wilay~h Departe-
men Kesehatan setempat.

BAB IV
SANKS!

Pasal 9

Pelanggaran atas ketentuan yang lerdapat pada pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7
dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini dapat dikenakan sanksi adminis-
tratif dan atau hukuman disiplin.

BAB Vv
"KETENTUAN LAIN

Pasal 10

(1). Direktur Rumah Sakit atau Dokter Kepala Puskesmas dan Unit Pelak-
sana Teknis lainnya dapat menyetyjui penggantian resep obat dengan
obat paten dalarm hal obat esensial tertentu belum tersedia nama ge-
neriknya.

(2). Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini diatur lebih lanjut
dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis oleh Direkeur Jen-
deral Pelayanan Medik, Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Ma-
syarakat dan Direktur Jenceral Pengawasan Obat dan Makanan sesuai
bidangnya masing-masing.

BAB V1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam jangka 6 (enam} bulan sesudzh berlakunya Peraturan Menteri
Kesehatan ini, semua Rumah Sakit, semua Puskesmas dan Unit Pelaksana
Teknis lainnya, para dokter dan -Apotek harus sudah melaksanakan kewa-
jiban menuliskan resep dan/atau menggunakan obat esensial dengan nama
generik,
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesta,

Ditetapkan dv . Jakarta
Pada Tanggal : 28 Januari 1989

.MENTERI KESEHATAN

Coeobe . WUNAN
l-ll_-- - - . .
WED: teosnilATAN. i

Dr. Adhyatma, MPH,
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN
MEDIK DEPARTEMEN KESEHATAN R}
NOMOR 0428 / YANMED / RSKS / SK /1989 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KESEHATAN R! TENTANG
KEWAJIBAN MENULISKAN RESEP DAN/ATAU
MENGGUNAKAN OBAT GENERIK DI RUMAH SAKIT

PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK,

Menimbang

Mengingat

{a). bahwa pelaksanaan peraturan tentang kewajiban

menulis resep dan/atau menggunakan obar generik
khususnya d Rumah Sakit Pemerintah yeng meru

pakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi

dan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyara-

kat, perlu diatur dan dibina penyelenggaraannya,

agar dapal lercapai tujuan wcsudl dengan kebijak-

sanaan yang telah ditetapkan.

(b). bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Ke:-

sehatan Rl Nomor 085/Menkes/Per. 171989 ten.
tang Kewajiban Menuliskan Resep dan‘atau Meng
gqunakan Obat Generik d Fasilitas Pelayanan Kese
hatan Pemerintah, perlu ditetepkan Keputusan Direk-
tur Jenderai Pelayanan Medik tentang Patunjuk Pe-
laksanaan Peratuan Menten Kesvhatan Rl tentang
Kewajiban Menuliskan Rwxep dansateu Mengguna-
kan Obat Generik di Rumah Sakit Pemetintah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Po-
kok-pokok Kesehatan (lembaran Negera Tahun
1960 Nomor 131, 'lambahon L.embaran Negara No-
mor 2068).

Peraturan Menteri Kesehaian Rl Nomor 085/ Men-
kes/Per/1/1989 tentang Rewapban Menuliskan
Resep dan/atau Menggunakan Obat Generik di Fa-
silitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
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Memperhatikan : Hasil Rapat Kefja Kesehatan Nasional Tahun 1989.

MEMUTUSKAN:

Memetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN
MEDIK DEPARTEMEN KESEHATAN RI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN Rl TENTANG KEWAJIBAN MENULIS-
KAN RESEP DAN ATAU MENGGUNAKAN QOBAT
GENERIK DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH.

BAB !
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

‘Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Rumah Sakit Permnerintah adalah Rumah Sakit milik Departernen Ke-
sehatan, Pemerintah Daerah, dan milik Departemen lain.:

b. Obat Generik adalah obat dengan nama resmi yang diletapkan dalam
Farmakope Indonesia dan INN {Internationa! Non preprietary Namec)
dari WHO untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

¢. Formularium Rumah Sakit adalah daftar, obat baku yang dipakai oleh
Rumah Sakit yang dipilih secara rasional dan dilengkapi dengan pen-
ielasan, sehingga merupakan informasi obat yang iengkap untuk pe-
layanan medik di Rumah Sakit, terdiri dari obat-obatan yang tercan-
lum dolarn DOEN dan beberapa jenis obat yang sangat diperiukarn
oleh Rumah Sakit dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkem-
bangan bidang kefarmasian dan terapi serta keperluan Rumah Sakit
yang bersangkutan.

~ Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan yang diatur dalam keputusan ini meliputi :

a. Pemantauan dan Pelaporan penulisan resep dan/alau penggunaan
Obat Generik di Rumah Sakit Pemerintah,

b. Pengelolaan obat di Rumah Sakit.
c. Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit.
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d Formudariuin di Rumah Sakit Umum Kelas A, B Il dan B | serta Ruma.h
Sakit Khusus Kelas A dan B.

e. Standar Terapi di Rumah Sakit.

BAB i
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

{1). Setiap dokter dan dokter gigi yang bekerja di Rumah Sakit wajib
menulis resep dan/atau menggunakan obat generik pada waktu men-
jalankan tugas di Rumah Sakit.

{(2). Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan penyusunan Formularium
dan Slandar Terapi dibantu dleh Komite Farmasi dan Terapi Rumah
Sakit.

(3). Instalasi Farmasi Rumah Sakit berkewajiban melaksanakan Pemantau-
an dan Pelaporan pelaksanaan penulisan resep dan/atau penggunaan
obat generik di Rumah Sakit.

(4) Instalasi Rumah Sakit berkewajiban dan harus mampu mengelola

obat-obatan Rumah Sakit secara berdaya guna dan berhasil quna baik

dari segi penggunaan biava maupun obat-obatan

Pasal 4

Direktur Rumah Szakit Berkewajiban membeniuk Komite Farmasi dan
Terapi Rumah Sakit.

BAB Il
TATA CARA PELAKSANAAN

Baglan Pertama

Pemantauan dan Pelaporan Penulisan Resep dan / atau
Penggunaan Obat Genertk di Rumah Saklit.
Pasal 5

Pemantauan dan Pelaporan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini
adalah Pemantauan dan Pelaporan Penulisan Resep dan/atau Penggunaan
Obat Genertk di semua Unit dan Instalasi Rumah Sakit.
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Pasal 6

{1}. Penangguny jawab dolam pelaksanaan pemantauvan dan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah Kepala Instalasi Farmasi
Rumah Sakit.

{2). Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab kepada Direklur Rumah
Sakit.

Pasal 7

Untuk melaksanakan pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
dalarn pasal 5. digunakan resep dengan persyaratan sebagai berikut :

a. resep paling sedikit terdiri dari 2 {dua) rangkap, lembar pertama {1)
untuk pasien dan lembar kedua (2) untuk arsip dan pemantauan.

b. Setiap lembar resep dicantumkan dengan jelas nama dokter dan dokiar
gigi serta identitas unit dan instalasinya.

Pasal 8

Tata Cara pemantavan penulisan resep dan/atau penggunaan obat gene-
rik dilaksanakan sebagai berikul :

{1). Instalasi Farmasi Rumah Sakit berkewsjiban menyediakan Daftar Obat
Generik dan Non Generik yang tersedia sesuai dengan Formularium
pada semua Unit dan Instalasi Rumah Sakit,

{2). Sutiap lembar resep vang dibuat rangkap 2 (dua} tersebut pengar-
sipennya dilaksanakan sebagai berikut :

a. lLembar pertaina (1) vang diberikan kepada pasien, dipergunakan
untuk pengambilan obat di Apotek Rumah Sakil atau Apotek luar,

L. Lembar kedua (2} dipergunakan untuk arsip don pemantavan.

¢.  Direkiur Rumab Sakit diberi wewenang unluk mengatur pelaksana-
an teknis pemantavan tersebul, sehingga tujuan pemantauan dapai
tercapoi dengan sebaik-baiknya.

(3). Direktur Rumah Sakit menetapkan daftar oba! paten yang terdapat
dalam Formularium tetapi belum ada nama generiknya.

i) Pada setiap bulan, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan atau Komite
Farmasi dan Terapi Rumah Sakit berkewajiban mengumpulkan dan

mencalat resep vang masuk, untuk kemudicn dilakukan analisadan eva:
luasi terhadap hal hal sebagai berikut -
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a. Jumlah dan jenis obat generik yang diresepkan.

b. Penyimpangan penulisan resep obat generik.
c. Junlah dan Jenis obat di luar Formularium yang diresepkan.

(5). Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan atau Komite Farmasi dan
Terapi Rumah Sakit berkewajiban melaporkan hasil pemantauan dan
evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat {4) kepada
Direktur Rumah Sakit.

{6). Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat {4) dibahas bersama dengan forum Komite Farinasi dan Terapi
Rumah Sakit untuk diambil kesimpulan tentang penulisanresepdan atau
penggunaan obal generik di Rumah Sakit.

{7). Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6}
diumpanbalikkan kepada semua Unit dan Instalasi serta dipergunakan
oleh Direktur Rumah Sakit untuk menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut
dalam penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan Rumah Sakit.

(8). Direktur Jenderal Pelayanan Medik mengatur cara pelaporan penulis-
an resep dan/atau penggunaan obat generik dari Rumah Sakit ke Kan-
tor Wilayah Departemen Kesehatan dan Departemen Kesehatan Pusat
sebagai berikut :

a. Hasil pembahasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
8 ayat (6) dilaporkan ke Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
Propinst setempat setiap 3 {tiga) bulan sekaii.

b. Pelaporan oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan ke Depar-
temen Kesehatan Pusat cq Direkiur Jenderal Pelayanan Medik di-
laksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Pengelelaan Obat-obatan dl Rumah Sakit

Pasal 9

{1). Sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan obat-obatan
di Humah Sakii, meka Instalasi Farmasi Rumah Sakit berkewajiban
dan harus mamnu mengelola obat-obatan secara berdaya guna dan
berhasil guna.

(2). Untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat
(1}, maka pengadaan obat-obat Rumah Sakit didasarkan atas prosedur
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{3}

(4).

perencanaan yang baik. Dalam menyusun rencana pengadaan dun
pengelolaan obat-obatan Rumah Sakil, Instalasi Rumah Sakit memper-
gunakan data pemakaian obat-obatan yang berasal dari semua Unit dan
Instalasi Rumah Sakit.

Untuk dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelayanan obat-obatan di Rumah Sakit, maka pelayanan obat-obatan
di Rumah Sakit harus melalui sistem satu pintu.

Dengan sistem satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
{3). maka unit distribusi Instalasi Farmasi Rumah Sakit {Apotek Rumah
Sakit) secara bertahap harus difungsikan sepenuhnya sebagai satu-

" satunya Apotek Rumah Sakit yang berkewajiban melaksanakan pela-

(1).

(2).

(3).

(4).

(5)

yanan obal-obatan di Rumah Sakit.

Bagian Ketiga
Komite Farmasit dan Terapi Rumah Sakit

Pasal 10

Di tingkat Pusat dibentuk Komite Nasional Farmasi dan Terapi yang
anggolanya terdiri dari antara lein unsur Departemean Kesehatan dan
Organisasi Profesi yang terkait, yang mempunyai tugas dan fungsi mem-
bantu Menteri Kesehatan dalam menangani masalah kefarmasian dan
terapi yany ads di selurub Rumah Sakit.

Pembentukan Komite Nasionzl Farmasi dan Terapi diletapkan oleh
Menteri Kesehatan.

Direkiur Rumah Sakit berkewajiban membentuk Komite Farmasi dan
Terapi Rumah Sakit yang anggotanya terdiri dari para dokier dan apo-
teker yang bertugas di Rumah Sakit. Komite Farmasi dan Terapi Rumah
Sakit mempunyai tugas dan fungsi membantu Direktur Rumah Sakit
dalam nienentukan kebijaksanaan penggunaan obat dan pengobatan.

Sekretaris Komite_Fé'rmasi dan Terapi Rumah Sakit adalah apoteker
yang bertugas-di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
ayat (3).

Bagi Rumah Sakit yang belum memiliki tenaga Apoteker, apabila di-
jumpai adanya permasalahan kefarmasian, dapat dirujuk kepada Komite
Farmasi dan Terapi Rumah Sakit di Rumah Sakit yang leblh tinggi
dan letaknya paling dekat dengan Rumah Sakit yang bersangkutan.
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Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit mempunyat tugas :

{1). Memberikan rekomendasi dalam pemilihan penggunaan obat-obatan.

(2). Menyusun Formularium yang menjadi, dasar dalam penggunaan obat-
obatan di Rumah Sakit dan apabila perlu dapat diadakan perubahan
secara berkala. X

(3). Mernyusun Standar Terapi bersama-sama dengan staf medik.

(4). Melaksanakan evaluasi penulisan resep dan penggunaan obat generik
bersama-sama dengan Instalasi Rumah Sakit.

Baglan Keempat
Formularhim 'Rumah Sakit

Pasal 12

(1). Direktwr Rumah Sakit Kelas A, B I dan B | menyusun Formuarium
Rumah Sakit dibantu oleh Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit.

{2). Formdarium Rumah Sakit ditinjau kembali sesuai dengan kemajuan
bidang kefarmasian dan terapi, jenis pelayanan medik serta pofa penva-
kit yang ada.

(3). Formularium Rumah Sakit ditulis dengan nama generik dan merupa-
kan pedoman bagi para dokter dan Jokter gigi dalam penulisan dan/

atau penggunaan resep di Rumah Sakit.

Bagian Kellma
Standar Terapi Rumah Sakit

Pasal 13

(1). Direktur Rumah Sakit Berkewajiban menyusun Standar Terapi yang
dapat dijadikan pedoman para dokter dan dokter gigi dalam memberi:

kan pengobatan kepada pasien di Rumah Sakit.

(2). Dalam menyusun Standar Terapi, Direltur Rumah Sakit dibantu oleh
Komite Farmasi dan Terapi bekerja sama dengan semua Unit dan

Instalasi Rumah Sakit.
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BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1). Pembinaan dan Pengawasan Penulisan Resep dan/atau Penggunaan
Obat Generik di Rumah Sakit dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit.

(2). Pembinaan dan Pengawasan di semua Rumah Sakit dalam wilayah
Propinsi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemmen Kese-
hatan setempat.

{3). Pernbinaan dan Pengawa':;an di semua Rumah Sakit untuk Tingkat
Nasional menjadi tanggung jawab Direkiur Jenderal Pelayanan Medik.

Pasal 15

Tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal
14 dilaksanakan melalui Komimikasi. Informasi dan Edukasi dengan bim-

bingan teknis dan pertemuan berkala.

BAB V
TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 16

Apabila terjadi pelanggaran lerhadap ketentuan dalam pasal 2, 4 dan &

Peraturan Menteri Keschatan Rl No. 085/Menkes/Per/1/198G, maka

Direktur Rumah Sakit dan dokter. dokler gigi serta apoteker yang bekerja

di Unit dan Instalasi Rumah Sakit milik Departemen Kesehatan, Pemerin-

tah Daerah dan milik Departemen Jain dikenakan lindakan administratif

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tenlang Pe-
raturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB Vi
KETENTUAN LAIN

Pasal 17

(1). Pelaksanaan Peraturan Mentert Kesehatan Rl No. 085/Menkes/Per/1/
1989 untuk Rumah Sakit milik Departemen lain akan diatur tersendirl.

{2). Direktur Rumah Sakil diberikan wewenang untuk mengatur pelaksa-
naan teknis lebih lanjut sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Inl.
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BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah berlakunya Peraturan Men.
teri Kesehatan Rl No. 085/Menkes/Per/1/1989 maka semua Rumah
Sakit harus melaksanakan semua ketentuan sesuai dengan Petunjuk Pe-
laksanaan ini.

BAB VIil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal cﬁ:elapkan. dengan keten-
tuan bahwa hal-hal vang belum datur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini
akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 April 1989

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK,

1d.

Dr. Broto Wasisto, MPH.
NIP. 140022724
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{Nomor ¢ 0hi/Menkes/72007 Jakarta, 15 Januari 2007

HLampiran .

erihal : Kewajiban Menuliskan fiesep dan aau
Manggunakan Obat Generk di Fasililas
Feclayanan Keschatan Pemerintah

Yang terhormat

' Direktur Rumah Sakit Pemerintah

| (i

Seluruh Indonnsia

Sesual dengan Kepulusan Menleri Keschalan i Momor 138wddenkesfSIAIZI0E inaant 27

Ptharcl 200G babwa Kebijakan Obat Nasional bertujuan unluk menjamin  kelersediaan,

nemerataan dan keterjangkauan obat; meriamin keamanan, khasizl dan mute semun ohnt

cvnng heradar snrla melindungt masyarakat dan penggunnan yang solah dan penyaloh

aunann obal; a¢&tia menjamin penagunaan obat vy rasional.

Unluk mencapai ljuan terschut perly clilingknlk:n. nelayanan keaschalan kepada manyarakal
i Rumah 3akit, antara lain berupa :
i. Peningkolan penggunaan obat generik di runah sakis nerdasarkan Peralirpn Menleri
Kenehatan 11 Momor 085/Menkes/PeafIl/10.59 anggal 28 Januari 1999 tentaneg Kewajiban
tonuliskan Resep Dan/Atau Menggunakan Obat ©anerik di Fasillitas Pelayanan

! K{nachalinn Domerinkaly

I

Apabila dalam pelaksannan pelavanan keschatan le. . aksa diperlukan obat esensial
Elnnr;rm nama dagang, agar dipilih oial dengan nama ¢ wang denaan hacgn maksimal 3
{#inn)- kah barga obal generik yang sesuai dengan su-at Gabungan Pengusaha (GP)
Fanmaai Indonesia Nomor 052/SKIPP/GPI 1120006 tangge, 16 el 2006 parihal Penurunan

Harga Obnl,

Oamikain agar rhilaksanakan.

Dr. dr. St FADILAM SUPARI, Sp dP(K)

Temwbusan
Kepala Dinas Feachalan Prepingififabuenter/ilola se- -Indounisin
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PEMERINTAH KOTA CILEGON

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ( RSUD)

JI. Kapten P. Tendean Km. 3 Telp. (0254) 330461 Fax (0254) 330864
http : www.yanmedik-depkes.or.id/rsud_cilegon/indek.html
E-mail : rsud_cilegon@yahoo.com
CILEGON

Nomor
Lamp
Perihal

Cilegon, 16 Februari 2007

: 445 [2s4 | YANMED / RSUD Kepada

Yth, Kepala Instalasi Farmasi

: PEMBERITAHUAN di -

RSUD CILEGON

Semua pasien Maskin harus menggunakan resep Askeskin dengan
obat Generik (sesuai SK Menkes) atau gbat yang tercantum dalam DPHO
( dengan di sertai Protoko! Therapy).

Pasien Maskin tidak di perkenankan membeli obat di luar resep
Askeskin ( resep umum).

Bila persyaratan belum lengkap, tetapi pasien berencana atau ada
kemungkinan menggunakan Askeskin pasien tersebut sudah harus
diberikan resep Askeskin. Persyaratan selanjutnya di serahkan ke RS oleh
keluarga pasien dalam waktu 3 x 24 jam.

Bila ada pasien Askeskin / rencana gakin tidak mendapatkan obat
sesuai dengan resep gakin dan membeli obat dengan menggunakan copy
resep, maka beban biaya obat dibebankan kepada Kepala Instalasi Farmasi
(bukan tanggung jawab APBD II).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Jp—— Direktur

Umah,Sa\klt Umum Daerah (RSU ),P\
l(g}ta Cilegon
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